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1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemeritahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan,  

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, 

sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Rencana Pembangunan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi 

dan program Gubernurdan Wakil Gubernur Jambi terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala 

Daerah(Pemilu Kada) Gubernur Tahun 2015,merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana 

Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) setiap tahunnya.  

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka 

mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-

2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA.  

Penyusunan RPJMD 2016-2021 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif 

serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi 

pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional 

adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, sebagai berikut: 

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 
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1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 

Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional  Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekosentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Di Wilayah Provinsi; 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun2015 Nomor 3); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 517); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2008,Nomor 13); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2013, Nomor 18); 

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2008, Nomor 15); sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
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Jambi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda Dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, 

Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah 

Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi JambiTahun 2008, Nomor 14); sebagaimana telah 

diubah terakhir denganPeraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, 

Nomor 6); 

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang 

Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiJambi Tahun 2009 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jambi 0013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10); 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, 

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya.  Hubungan antara 

RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi 

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program 

prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021, harus berpedoman pula pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. 

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu“Jambi 

yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan 

jangka panjang tersebut ditempuhelalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :  

(1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif;  

(2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya;  

(3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum;  

(4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; 

(5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;  
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(6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  

Dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan 

tahap perencanaan lima tahun ketiga. Pada fase ini, fokus pembangunan di arahkan pada: 

pertama, pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada sumber 

daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan 

ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Kedua terwujudnya infrastruktur 

wilayah yang berkualitas, serta ketiga perkembangan penerapan IPTEK. Ketiga fokus 

pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas 

pembangunan ProvinsiJambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan 

Provinsi Jambi 2005-2025. 

2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi 

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016–2021, harus berpedoman pula pada RTRW 

Provinsi Jambi sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 

2013, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan 

ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan 

dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi 

sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona 

wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat 

Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga 

bisa disebut sebagai zona konservasi, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, 

Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan 

topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai 

zona produksi meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. 

Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut 

sebagai zona distribusi meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung JabungBarat. 

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran 

teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam 

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau 

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga Renstra SKPD merupakan bagian integral dari RPJMD. 

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
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Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan 

Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja 

SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara 

berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. 

5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran 

dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2015–2019 menjadi 

pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. 

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 –2019 menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana 

pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian 

sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 

 

6. RTRWN dan RPJMD Provinsi Jambi 

Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan 

dengan pertimbangan dari  sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Iingkungan hidup. 

Kawasan strategis nasional tersebut adalah: 

 Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, 

Bengkulu, dan Sumatera Selatan). 

 Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi). 

 Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau). 

 Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi). 

Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan 

arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar 

kawasan tersebut. 

 

7. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jambi 

Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tetap memperhatikan arah pembangunan 

jangka menengah Provinsi dan kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi 

Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar 
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tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada 

wilayah perbatasan.  

Hubungan antara RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya 

dapat digambarkan berikut ini. 

 

 
Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB  I 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Dasar Hukum Penyusunan 
Hubungan Antar Dokumen 
Sistematika Penulisan 
Maksud dan Tujuan 

BAB  II 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Aspek Geografi dan Demografi 
Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
Aspek Pelayanan Umum 
Aspek Daya Saing Daerah 

BAB III 
3.1 

 
 

3.2 
 
 

3.3 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DANKERANGKAPENDANAAN 
Kinerja Masa Lalu 
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 
3.1.2. Neraca Daerah 
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 
3.2.2. Analisis Pembiayaan 
Kerangka Pendanaan 

RPJPN RPJMN RKP 

RPJPD PROV. 
JAMBI 

RPJMDPROV. 
JAMBI 

 

RKPD 

RTRW Prov. 
Jambi 

RENSTRA SKPD RENJA SKPD 

Pedoman 

Pedoman 

Dijabarkan 

Dijabarkan 

Dijabarkan 
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3.3.1. Analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan 

BAB IV 
4.1 
4.2 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
Permasalahan Pembangunan 
Isu Strategis 

BAB V 
5.1 
5.2 
5.3 

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
Visi 
Misi 
Tujuan dan Sasaran 

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 
KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 
BAB X 

10.1 
10.2 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 
Pedoman Transisi 
Kaidah Pelaksanaan 

BAB XI PENUTUP 

 

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.5.1 Maksud 

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, 

arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu 

dalammendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunanyang telah ditetapkan 

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi 

Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2015-2019, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi. 

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah 

Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang 

akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan 

pelaksanaandan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga yang pada giliranya akan 

mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian anataracapaian pembangunan daerah dengan 

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah 

Kabupaten Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan 

koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan 

secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada giliranya akan tercipta 

konsistensi antara RTRW, RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya. 
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1.5.2 Tujuan 

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dilakukan dengan tujuan: 
1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jambi ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah 
dan terukur; 

2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Provinsi Jambi, dan stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi dalam 
menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan 
sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi; 

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya. 

4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jambi; 

5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif 

dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; 

6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan 

mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. 

7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta 

pengelolaannya. 

 



 

B 
A 
B 
 

II 

 
 

Gambaran 
Umum  

Kondisi 
Daerah 



 

BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2  

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1 Aspek Geografi 

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah 

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km2 yang terbagi atas luas daratan 

48.989,98 Km2 dan luas lautan 4.445,94 Km2 serta dengan panjang garis pantai 223,025 

km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 

7.508 km2 atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh 

Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km2 dan 5.948 

km2.  

 

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Provinsi Jambi  

 
No Kabupaten/Kota  Luas (Km2) 

1 Kerinci 3.334,99 

2 Merangin 7.508,23 

3 Sarolangun 5.948,73 

4 Bungo 4.673,16 

5 Tebo 6.205,81 

6 Batanghari 5.536,86 

7 Muaro Jambi 5.321,67 

8 Tanjung Jabung Barat 
Darat 4.990,95 

Laut 384,21 

9 Tanjung Jabung Timur 
Darat 4.943.36 

Laut 4.061,73 

10 Kota Sungai Penuh 353,76 

11 Kota Jambi 172,26 

Jumlah daratan 48.989,98 

Jumlah lautan 4.445,94 

Total 53.435,92 

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 

 

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 

2015 sebanyak 138 kecamatan dan 1.551 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan 

terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 24 kecamatan dan jumlah 
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desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten kerinci mencapai 285 

desa/kelurahan.Batas-batas Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagaiberikut : 

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 

- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan 

- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu 

- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

 

 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi 
 

 

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis Provinsi Jambi terletak 

diantara 0º 74’– 20 46,16’ Lintang Selatan dan 

1010 12’ – 1040 44’ Bujur Timur.Provinsi Jambi 

terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, 

berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat 

Berhala serta berada  pada Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas 

internasional.Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol 

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013 - 2033  
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laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan 

dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura 

Growth Triangle).  

 

2.1.1.3 Topografi 

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m 

dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi 

lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit 

Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan 

bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. 

 

Tabel 2.2  
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi 

 

Topografi/ 
Ketinggian 

(m/dpl) 

Luas Wilayah/ 
Kabupaten 

Ha % 
1 2 3 4 

Dataran Rendah  
(0 – 100 ) 

3.431.165 67 
Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, 
Tanjung Jabung Timur, Muaro 
Jambi, Merangin, Batang Hari 

Dataran sedang 
(100 – 500) 

903.180 17 

Sebagian Sarolangun, Tebo, 
sebagian Batang Hari, Kota Sungai 
Penuh, Merangin, sebagian 
Tanjung Jabung Barat, 

Dataran Tinggi  
(> 500) 

765.655 16 
Kerinci, Kota Sungai Penuh, 
sebagian Merangin, sebagian 
Sarolangun dan sebagian Bungo 

Jumlah  5.100.000 100  

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 

 

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian 

yaitu (RTRWP Jambi 2013-2033, 2013):  

- Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah 

dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin; 

- Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. 

Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; 

dan 
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- Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini 

terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. 

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan  rentan 

terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah 

ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. 

Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga 

membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis 

tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup 

baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras 

dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-

bukit. 

Secara geomorfologi wilayah Jambi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan 

morfologi yaitu: 

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl), 

mempunyai kelerengan antara (200-400), kawasan ini terletak di bagian barat Jambi 

yang membujur barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 

meter). Sebagian besar termasuk wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil 

Kabupaten Sarolangun dan Merangin. 

- Perbukitan bergelombang, ketinggian antara (50-500) meter dengan kemiringan lereng 

(100 - 200) wilayah ini terletak di bagian tengah Jambi yang sebagian besar merupakan 

wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten 

Batang Hari. 

- Dataran Ketinggian antara (0-50) meter dengan kelerengan antara (00-100) wilayah ini 

terletak di bagian timur Jambi yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian 

kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung 

timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan dataran pantai. 

 

2.1.1.4 Geologi 

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan permukaan, batuan 

sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan. 

a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan Alluvium, Endapan Rawa 

dan Endapan Undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, 

kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, 

berumur kuarter, Resen. 
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b. Batuan Sedimen, berumur Permo-Karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari 

umur tua ke muda adalah sebagai berikut : 

- Formasi Mentulu (Permo-Karbon) 

- Formasi Mengkarang (Perem) 

- Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura) 

- Formasi Telangakar (Oligo Miosen) 

- Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen) 

- Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen) 

- Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen) 

- Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen) 

Formasi ini terdiri dari batupasir, batulempung, dengan sisipan batubara, batulanau, 

serpih, tuf, tuf pasiran, batupasir tufan, batupasir gampingan, batugamping, 

konglomerat polemik dan breksi.  

c. Batuan malihan, terbagi atas Formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi 

Mentulu, dan Formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak 

berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta. 

d. Batuan Gunung Api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri dari tuf 

litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, 

dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal. 

e. Batuan Terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen 

dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, 

granit biotit, granit horenblenda dan sienit. 

 

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak 

Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri 

dari  pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Jambi merupakan bagian 

dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar 

sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar pun banyak 

dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, 

Bungo, Tebo serta Batanghari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada. 

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu : Jalur Sesar 

Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit 

Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi 

dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat 

yang merupakan sesar tua bagian dari Sesar Besar Sumatera. 
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2.1.1.5 Hidrologi 

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial 

terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan 

di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi 

terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. 

Pada musim hujan kecenderungan air sungai 

menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau 

kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan 

fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari 

kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman 

penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai 

Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani. 

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai 

Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada 

dalam DAS Batanghari yang mencakup6 sub DAS di dalamnya yaitu : 

a. Sub DAS Batanghari Hulu 

b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi 

c. Sub DAS Batang Tabir 

d. Sub DAS Batang Bungo 

e. Sub DAS Batang Tebo 

f. Sub DAS Batanghari Hilir 

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya 

tidak terlalu besar yaitu : 

a. DAS Betara Pengabuan mencakup 7 Sub Das didalamnya 

b. DAS Mendahara mencakup 9 Sub Das didalamnya 

c. DAS Air Hitam Laut mencakup 4 Sub Das didalamnya. 

Terdapat 15 danau yang terdaftar di Provinsi Jambi, yaitu Danau Kerinci, Danau 

Gunung Tujuh, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Duo, Danau Sipin, Danau Kenali, Danau 

Teluk, Danau Biaro, Danau Baru, Danau Sarang Burung, Danau Sepati Empat, Danau Kecil 

dan Danau Pauh. 

Selain itu, terdapat juga beberapa Rawa Pasang Surut yang ada di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari. Ada 

juga terdapat Rawa Non Pasang Surut yang berada di beberapa kabupaten seperti 
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Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. 

 

Tabel 2.3  
Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi 
Kabupaten/ 

Kota 

Nama Sungai Luas Daerah 

Pengaliran 

Debit Max 

(m3/dtk) 

Debit Min 

(m3/dtk) 

 

Kerinci Batang Merao 187,50 245,00 5,11 

Merangin Batang Merangin 3.645,00 2.300,00 26,07 

Sarolangun Batang Sarolangun 1.258,00 - - 

 Batang Hari Batang Hari 35.984,38 8.484,00 202,00 

Muaro Jambi Batang Hari 38.704,00 8.363,00 515,00 

Tanjab Timur Jangkat - - - 

Tanjab Barat Batang 

Pengabuhan 

Merlung 

4.300,00 57,11 2,50 

Tebo Batang Tebo 1.831,60 742,00 20,60 

Bungo Batang Bungo 410,60 177,20 6,54 

Kota Jambi Batang hari 42.142,00 12.059,00 - 

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013 

 

 

2.1.1.6 Klimatologi 

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim 

tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga 

rentanterhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, 

perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan 

muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor 

pembangunan.   

Sepanjang tahun 2014, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan 

lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada 

tahun 2014 mencapai 12.609,3 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3 jam per hari 

dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 26,8 

derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22,4 derajat 

Celsius. 
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Tabel 2.4  
Karakteristik Suhu Udara dan Kelembapan Menurut Bulan 

di Provinsi Jambi Tahun 2014 
 

Bulan 

Month 

Suhu Udara Kelembaban 

Temperature (0C) Relative Humidity (%) 

Mak Min Rata-rata Mak Min Rata-rata 

Max Min Average Max Min Average 

Januari/january 32,1 24,1 26,7 99 54 87 

Februari/February 30,9 23,9 26,6 100 59 86 

Maret/March 32,0 24,0 27,0 99 55 86 

AprilApril 32,6 24,4 27,3 99 57 86 

Mei/May 32,7 23,9 27,1 88 58 87 

Juni/June 33,3 23,5 27,3 98 48 84 

Juli/July 31,7 23,0 26,3 99 57 86 

Agustus/August 32,0 22,6 26,5 100 49 83 

September/September 32,1 22,9 26,7 98 40 83 

Oktober/October 31,5 23,7 26,6 99 52 86 

November/November 31,5 23,4 26,7 100 59 86 

Desember/Desember 30,5 23,6 26,2 100 52 89 

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2015 

 

 

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 

 

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, 2013 
Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Jambi 
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Tabel 2.5 
 Luas Penutupan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2011 

 

No Jenis Penggunaan Luas (Ha) Persentase 

1 Lahan Permukiman   46.607,13  0,95 

2 Sawah   128,116,22  2,61 

3 Tegalan/Ladang   299.937,92  6,12 

4 Perkebunan Campuran   788.125,35  16,1 

5 Perkebunan Lain   687.567,25  14 

6 Kebun Sawit   770.867,78  15,7 

7 Rawa   35.380,89  0,72 

8 Bandara 114,41 0,002 

9 Semak/Belukar   524.381,99 10,7 

10 Mangrove 10.534,27 0,21 

11 Hutan   1.539.629,30  31,4 

12 Lain-lain 68.715,49 1,4 

  Jumlah 4,899,978,00  100.00% 

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, 2013 

 

Berdasarkan RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, selain kawasan hutan yang mencapai 

porsi 30 persen, penggunaan lahan Provinsi Jambi berdasarkan hasil perhitungan citra pada 

tahun 2011 masih didominasi oleh lahan perkebunan dengan kontribusi sebesar 16,1 

persen, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 15 persen dari total luas penggunan 

lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 di atas. 

 

 

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013-2033, 2013 

Gambar 2.3 Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi  
Tahun 1993 – 2009 
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Untuk luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya 

didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional dimana terdapat 4 (empat) 

Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Rincian luas kawasan Hutan dapat dilihat 

pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6  
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Fungsi  

Tahun 2010 

No Jenis Hutan Luas Lahan (Hektar) 
1 Cagar Alam 4.990 
2 Hutan Lindung 112.722 
3 Hutan Lindung Gambut 60.810 
4 Hutan Produksi Tetap 1.006.266 
5 Hutan Produksi Terbatas 264.034 
6 Taman Hutan Rakyat 33.943 
7 Taman Nasional 657.120 
8 Taman Wisata Alam 417 
Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033 

 

 

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan 

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional 

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, 

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan 

strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari 

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis 

Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:  

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu 

dan Sumatera Selatan) 

- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) 

- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)  

- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)  

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, 

budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. 
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Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan 

ekonomi adalah:  

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya 

- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh 

- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab 

Timur 

- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun  

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya 

adalah :  

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota 

Jambi 

- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo 

dan Kabupaten Sarolangun.  

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di 

Kabupaten Kerinci.  

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi 

oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 

4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 

413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi 

Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha. 

 

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan 

bencana yaitu : 

A.  Bencana geologi 

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin 

yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. 

Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah 

bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu: 

1. Daerah Bahaya 

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, 

bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, 

bom volkanik yang membara (rnematikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, 

seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta 
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berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan 

tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lernbah kalinya diperluas mengikuti 

lembah tersebut. 

2. Daerah Waspada 

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini 

bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil 

volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya 

kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta 

berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-

tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas 

mengikuti lembah-lembah  tersebut. 

 

 

Sumber RTRWP Jambi Tahun 2013-2033 
Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi  

 

B.  Bencana banjir  

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya 

yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. 

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari 

kebakaran lahan. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang 

sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun 
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perkebunan swasta. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan 

yang menimbulkan asap di seluruh Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi terdapat 

pada lahan-lahan gambut (dangkal dan dalam) masyarakat dan perusahaan. Lahan 

gambut yang terbakar atau sengaja dibakar tersebut terdapat di Kabupaten Muaro Jambi 

dan Tanjung Jabung Timur.  

 

2.1.2 Aspek Demografi 

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2014 adalah sebanyak 3.344.421 jiwa dengan 

tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66,67 jiwa/km2 kecuali Kota Jambi sebesar 2.765,23 

jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 220,23 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk 

Provinsi Jambi dari Tahun 2010-2014 rata-rata adalah sebesar 3,41 persen per tahun 

dengan rata pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Tebo sebesar 4,91 persen dan terendah di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar minus 0,14 persen.   

Tabel 2.7 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota  

di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

No Kabupaten / Kota 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Kerinci 229,495 235,251 235,797 236,762 234,003 

2 Merangin 333,206 341,563 350,062 358,530 360,187 

3 Sarolangun 246,245 252,421 259,963 267,549 272,203 

4 Batang Hari 241,334 247,386 252,731 258,016 257,201 

5 Muaro Jambi 342,952 351,553 363,994 376,619 388,323 

6 Tanjab Timur 205,272 210,420 211,057 212,218 212,084 

7 Tanjab Barat 278,741 285,731 293,594 301,469 304,899 

8 Tebo 297,735 305,202 313,420 321,641 324,919 

9 Bungo 303,135 310,737 320,300 329,934 336,320 

10 Kota Jambi 531,857 545,193 557,321 569,331 568,062 

11 Sungai Penuh 82,293 84,357 84,575 84,965 86,220 

Provinsi Jambi 3,092,265 3,169,814 3,242,814 3,317,034 3,344,421 

Sumber: BPS, 2016 

 

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi 

penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,74 persen untuk 

wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan 

Kota Jambi), dan 48,26 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, 

Sarolangun, Bungo dan Tebo). 
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Tabel 2.8  
Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 

No Kabupaten/Kota 
Luas Daerah 

(km2) 
Jumlah Penduduk 

Kepadatan Penduduk       

(jiwa/km2) 

1 Kerinci 3,355,27 234,003 69,74 

2 Merangin 7,679,00 360,187 46,91 

3 Sarolangun 6,184,00 272,203 44,02 

4 Batang Hari 5,804,00 257,201 44,31 

5 Muaro Jambi 5,326,00 388,323 72,91 

6 Tanjab Timur 5,445,00 212,084 38,95 

7 Tanjab Barat 4,649,85 304,899 65,57 

8 Tebo 6,461,00 324,919 50,29 

9 Bungo 4,659,00 336,320 72,19 

10 Kota Jambi 205,43 568,062 2,765,23 

11 Sungai Penuh 391,50 86,220 220,23 

Jumlah 50,160,05 3,344,421,00 66,67 

Sumber: BPS, 2015 

 

 

Sumber: Statistik laki-laki dan perempuan Provinsi Jambi Tahun 2014, BPS, 2015 

Gambar 2.5 Perbandingan Penduduk Laki-laki dengan perempuan per 
kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi 

 

Penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin per kabupaten/ kota tahun 2014 

dapat dilihat pada Gambar 2.5 di atas, dimana penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. 

Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah faktor migrasi, dimana 

penduduk laki-laki di kabupaten/ kota tersebut banyak merantau keluar daerah untuk 

bekerja dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 
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Sumber: RTRWP Jambi 2013 -2033 dan Jambi Dalam Angka 2015, 2015 (data diolah) 

Gambar 2.6 Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2014 
 

Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk 

selama tiga dekade yakni tahun 1990, 2000, 2012 dan 2014 di atas. Pada tahun 1990 jumlah 

penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah 

penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar-menengah pertama/wajib belajar 9 

tahun (10-14 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas sampai usia masuk 

Perguruan Tinggi (15-19 tahun).Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida 

Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, 

mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah 

Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan 

Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk 
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meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk 

tuntutan terhadap infrastruktur dan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik. 

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2014, dimana 

dalam kurun waktu 2 tahun, telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu 

kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif. 

Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok 

usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi 

maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. 

 

Tabel 2.9 Distribusi Penduduk menurut Agama  

Kabupaten/ kota 
Agama yang dianut 

Islam Protestan katolik Hindu Budha Konghucu 

Kerinci 253.131          1.220  
           

511  
              

59  
           

167                   6  

Merangin 
   

338.009  
             

3.490  
        

2.238  
              

58  
           

179  
               

14  

Sarolangun 
   

239.221  
             

5.916  
        

2.805  
              

45  
           

191  
- 

Batang Hari 
   

264.812  
             

3.714  
        

1.841  
              

34  
           

299                   2  

Muaro Jambi 
   

366.287  
             

8.740  
        

2.384  
           

450  
           

423  
               

39  

Tanjung Jabung Timur 
   

227.974  
             

3.155  
        

2.756  
           

155  
           

287  - 

Tanjung Jabung Barat 
   

284.925  
             

7.905  
        

2.874  
           

202  
        

1.531  
             

186  

Tebo 
   

323.819  
             

6.461  
        

2.306  
           

121  
           

279  
               

70  

Bungo 
   

319.886  
             

8.890  
        

5.954  
           

119  
           

845  
             

302  

Kota Jambi 581.219  
          

39.578  
     

16.483  
           

982  
     

30.889  
         

4.268  

Kota Sungai Penuh 
     

97.496  
                

865  
           

992  
              

34  - - 
Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2016  

 

 Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk 

di seluruh kabupaten/kota beragama Islam dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah 

penduduk beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sedangkan untuk tiga agama 

lainnya menunjukkan variasi komposisi pada masing-masing kabupaten/ kota. Keragaman 

komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk 

umat beragama agar tidak muncul konflik – konflik yang berpotensi mengganggu keamanan 

di Provinsi Jambi. 



RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 27 
 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB 

 

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, 

keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode 

waktu tahun 2010-2015 berfluktuasi pada kisaran antara 7,35–8,54 persen dengan rata-

rata sebesar 7,23 persen pertahun. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi 

Jambi jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode yang sama, 

pertumbuhan ekonomi nasional bahkan hanya tumbuh rata-rata kurang dari 6 persen per 

tahun.  

Bila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi  tertinggi terjadi pada tahun 

2011 yakni 8,54 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 

4.21 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 2010-2015 tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal (kondisi ekonomi 

dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya 

harga minyak dunia) juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut 

asap yang berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil 

sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis.  

Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi cukup tinggi, namun laju 

pertumbuhannya berfluktuasi. Kondisi ekstrim bahkan terjadi pada tahun 2015, saat 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi turun drastis hingga berada di angka 4,21 persen.  

Secara keseluruhan, selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi 

Jambi adalah 2,46 persen. Bila dilihat pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota se-

Provinsi Jambi, beberapa kabupaten yang memiliki sumberdaya alam besar mengalami 

pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi pada tahun 2011, namun terus melambat karena 

penurunan eksploitasi akibat cadangan yang berkurang dan lesunya pasar global.  
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Sumber: BPS, 2016 

Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 

 

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.8 Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi Tahun 

2011-2015 
 

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi, selama periode 2010-2015,  PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Provinsi Jambi pada periode yang sama juga 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011  sebanyak  Rp.97.740.900,- (juta), 

kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi Rp. 125.038.700,- (juta). 
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Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jambi 

No Sektor 
2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
24.744,90 25,32 26.429,00 25,26 28.071,00 25,12 31.145,40 25,96 32.815,90 26,24 

2 Pertambangan & penggalian 27.265,30 27,90 28.595,80 27,33 29.692,30 26,57 30.947,00 25,79 30.879,90 24,70 

3 Industri pengolahan 11.217,10 11,48 12.023,50 11,49 13.005,70 11,64 13.630,70 11,36 13.948,80 11,16 

4 Pengadaan Listrik dan gas 43,50 0,04 47,70 0,05 51,90 0,05 56,90 0,05 59,30 0,05 

5 
Pengaadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 
152,50 0,16 153,80 0,15 156,70 0,14 163,50 0,14 170,10 0,14 

6 Konstruksi 5.619,30 5,75 6.575,80 6,29 7.857,50 7,03 8.559,60 7,13 8.806,00 7,04 

7 
Perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor 
8.317,90 8,51 9.054,80 8,66 9.799,20 8,77 10.662,00 8,89 11.836,60 9,47 

8 Transportasi dan pergudangan 2.900,00 2,97 3.144,30 3,01 3.319,90 3,03 3.669,40 3,06 3.911,20 3,13 

9 
Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 
901,20 0,92 970,90 0,93 1.033,10 0,92 1.226,60 1,02 1.306,20 1,04 

10 Informasi dan komunikasi 3.167,30 3,24 3.400,40 3,25 3.622,40 3,24 3.876,30 3,23 4.257,50 3,40 

11 Jasa keuangan dan asuransi 2.159,70 2,21 2.375,20 2,27 2.655,80 2,38 2.757,70 2,30 2.815,80 2,25 

12 Real estate 1.529,30 1,56 1.615,80 1,54 1.695,50 1,52 1.732,80 1,44 1.805,30 1,44 

13 Jasa perusahaan 1.101,90 1,13 1.148,40 1,10 1.171,80 1,05 1.230,40 1,03 1.308,20 1,05 

14 

administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial 

wajib 

3.359,80 3,44 3.493,00 3,34 3.652,60 3,27 4.141,20 3,45 4.422,40 3,54 

15 jasa pendidikan 3.305,90 3,38 3.515,50 3,36 3.705,00 3,31 3.752,60 3,13 4.033,40 3,23 

16 
Jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial 
938,20 0,96 1.020,60 0,98 1.103,00 0,99 1.270,50 1,06 1.398,10 1,12 

17 jasa lainnya 1.016,90 1,04 1.050,60 1,00 1.101,00 0,99 1.162,10 0,97 1.263,80 1,01 

 
PDRB 97.740,90 100,00 104.615,10 100,00 111.766,10 100,00 119.984,70 100,00 125.038,70 100,00 

Sumber: BPS, 2016 
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Tabel 2.11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jambi 

No Sektor 
2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
   27.121,10       26,20     27.833,10       24,19     33.312,30       25,63     37.972,90       26,22     43.819,80       28,22  

2 Pertambangan & penggalian    27.772,40       26,83     31.415,30       27,30     34.000,20       26,16     35.442,70       24,48     29.476,90       19,00  

3 Industri pengolahan    11.547,90       11,15     12.967,50       11,27     14.489,40       11,15     15.841,40       10,94     17.134,40       11,05  

4 Pengadaan Listrik dan gas            41,10         0,04            54,60       0,05            53,30        0,04            63,40        0,04            76,10         0,05  

5 
Pengaadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 
        155,10         0,15          164,10         0,14          184,00         0,14          201,60         0,14          223,20         0,14  

6 Konstruksi      5.943,40         5,74       7.333,60         6,37       8.818,70         6,78     10.280,70         7,10     11.168,20         7,20  

7 
Perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor 
     9.354,70  

           

9,04  
   10.679,90  

           

9,28  
   12.046,50  

           

9,27  
   14.167,10  

           

9,78  
   17.250,00  

         

11,12  

8 Transportasi dan pergudangan      3.001,30         2,90       3.394,30         2,95       3.787,20         2,91       4.269,60         2,95       4.979,70         3,21  

9 
Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 
        980,30         0,95       1.155,90         1,00       1.320,30         1,02       1.596,10         1,10       1.779,10         1,15  

10 Informasi dan komunikasi      3.196,80  
           

3,09  
     3.635,90  

           

3,16  
     3.992,20  

           

3,07  
     4.443,40  

           

3,07  
     5.385,60  

           

3,47  

11 Jasa keuangan dan asuransi      2.292,60  
           

2,21  
     2.773,00  

           

2,41  
     3.255,70  

           

2,50  
     3.541,00  

           

2,45  
     3.769,20  

           

2,43  

12 Real estate      1.645,20         1,59       1.801,20         1,57       1.939,30         1,49       2.100,40         1,45       2.418,30         1,56  

13 Jasa perusahaan      1.169,60         1,13       1.326,40         1,15       1.422,40         1,09       1.578,50         1,09       1.804,70         1,16  

14 

administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial 

wajib 

     3.772,40  
           

3,64  
     4.114,90  

           

3,58  
     4.520,00  

           

3,48  
     6.018,90  

           

4,16  
     7.563,20  

           

4,88  

15 jasa pendidikan      3.540,90  
           

3,42  
     4.193,20  

           

3,64  
     4.427,50  

           

3,41  
     4.522,70  

           

3,12  
     5.111,00  

           

3,30  

16 
Jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial 
        961,30         0,93       1.119,90         0,97       1.222,70         0,94       1.471,30         1,02       1.667,20         1,07  

17 jasa lainnya      1.026,90  
           

0,99  
     1.107,90  

           

0,96  
     1.184,40  

           

0,91  
     1.295,90  

           

0,89  
     1.483,60  

           

0,96  

  PDRB  103.522,90     100,00   115.070,40     100,00   129.976,00     100,00   144.807,60     100,00   155.110,30    100,00  

Sumber: BPS, 2016  
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Tabel 2.12 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Provinsi Jambi 

No Sektor 

2011 2012 2013 2014 2015 

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk 

% % % % % % % % % % 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 26,2 25,32 24,19 25,26 25,63 25,12 26,22 25,96 28,22 26,24 

2 Pertambangan & penggalian 26,83 27,9 27,3 27,33 26,16 26,57 24,48 25,79 19 24,7 

3 Industri pengolahan 11,15 11,48 11,27 11,49 11,15 11,64 10,94 11,36 11,05 11,16 

4 Pengadaan Listrik dan gas  0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

5 
Pengaadaan air, pengelolaan sampah, limbah 
dan daur ulang 

0,15 0,16 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

6 Konstruksi 5,74 5,75 6,37 6,29 6,78 7,03 7,1 7,13 7,2 7,04 

7 
Perdagangan besar dan eceran; reparasi 
mobil dan sepeda motor 

9,04 8,51 9,28 8,66 9,27 8,77 9,78 8,89 11,12 9,47 

8 Transportasi dan pergudangan 2,9 2,97 2,95 3,01 2,91 3,03 2,95 3,06 3,21 3,13 

9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 0,95 0,92 1,00 0,93 1,02 0,92 1,10 1,02 1,15 1,04 

10 Informasi dan komunikasi 3,09 3,24 3,16 3,25 3,07 3,24 3,07 3,23 3,47 3,4 

11 Jasa keuangan dan asuransi 2,21 2,21 2,41 2,27 2,5 2,38 2,45 2,3 2,43 2,25 

12 Real estate 1,59 1,56 1,57 1,54 1,49 1,52 1,45 1,44 1,56 1,44 

13 Jasa perusahaan 1,13 1,13 1,15 1,1 1,09 1,05 1,09 1,03 1,16 1,05 

14 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan 
jaminan sosial wajib 

3,64 3,44 3,58 3,34 3,48 3,27 4,16 3,45 4,88 3,54 

15 jasa pendidikan 3,42 3,38 3,64 3,36 3,41 3,31 3,12 3,13 3,3 3,23 

16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,93 0,96 0,97 0,98 0,94 0,99 1,02 1,06 1,07 1,12 

17 jasa lainnya 0,99 1,04 0,96 1 0,91 0,99 0,89 0,97 0,96 1,01 

  PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS, 2016 
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Tabel 2.13 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Provinsi Jambi 

No Sektor 

Pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk 

% % % % % % % % % % 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,79 4,73 2,63 6,81 19,69 6,21 13,99 10,95 15,4 5,36 

2 Pertambangan & penggalian 14,5 12,41 13,12 4,88 8,23 3,83 4,24 4,23 -16,83 -0,22 

3 Industri pengolahan 11,49 8,3 12,29 7,19 11,74 8,17 9,33 4,81 8,16 2,33 

4 Pengadaan Listrik dan gas  7,14 13,32 32,63 9,67 -2,37 8,73 18,98 9,7 20,16 4,18 

5 Pengaadaan air, pengelolaan sampah, limbah 
dan daur ulang 

6,98 5,21 5,8 0,82 12,13 1,87 9,58 4,35 10,71 4,08 

6 Konstruksi 11,6 5,52 23,39 17,02 20,25 19,49 16,58 8,94 8,63 2,88 

7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil 
dan sepeda motor 21,84 8,34 14,17 8,86 12,8 8,22 17,6 8,8 21,76 11,02 

8 Transportasi dan pergudangan 9,5 5,81 13,1 8,42 11,57 7,88 12,74 8,18 16,63 6,59 

9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 15,55 6,24 17,91 7,73 14,23 6,4 20,89 18,73 11,47 6,49 

10 Informasi dan komunikasi 8,32 7,32 13,74 7,36 9,8 6,53 11,3 7,01 21,2 9,83 

11 Jasa keuangan dan asuransi 28,23 20,79 20,95 9,98 17,41 11,81 8,76 3,84 6,45 2,11 

12 Real estate 14,09 6,05 9,48 5,66 7,67 4,93 8,31 2,2 15,13 4,19 

13 Jasa perusahaan 7,72 1,49 13,4 4,22 7,24 2,04 10,98 5 14,33 6,32 

14 administrasi pemerintahan, pertahanan dan 
jaminan sosial wajib 

16,93 4,14 9,08 3,96 9,84 4,57 33,16 13,38 25,66 6,79 

15 jasa pendidikan 9,76 2,48 18,42 6,34 5,59 5,39 2,15 1,28 13,01 7,48 

16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 6,34 3,8 16,5 8,78 9,19 8,07 20,33 15,19 13,32 10,05 
17 jasa lainnya 4,81 3,8 7,89 3,31 6,91 4,8 9,41 5,55 14,49 8,76 

  PDRB 14,24 7,86 11,15 7,03 12,95 6,84 11,41 7,35 7,11 4,21 

Sumber: BPS, 2016 
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Meskipun PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Jambi terus meningkat, namun jika 

dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Sumatera, maka PDRB ADHB dan ADHK 

Provinsi Jambi lebih kecil kecuali Provinsi Aceh, Bengkulu dan kepulauan Bangka Belitung. 

Pada tahun 2014, PDRB Provinsi Jambi hanya memberi kontribusi 6,21 persen untuk ADHB 

dan 6,37 persen untuk ADHK terhadap PDRB Sumatera. 

 

 

Tabel 2.14 
PDRB ADHB Se-Sumatera Tahun 2012-2014 

 
No 

 
Provinsi 

PDRB ADHB (Milyar Rp) 

2012 2013 2014 

1 Aceh 114.552,1 121.973,0 130.448,2 

2 Sumaterautara 417.120,4 470.222,0 523.771,6 

3 SumateraBarat 131.435,6 146.885,1 167.039,9 

4 Riau 558.492,7 607.498,6 679.692,2 

5 Jambi 115.070,4 132.019,5 153.857,1 

6 SumateraSelatan 253.265,1 281.996,5 308.406,8 

7 Bengkulu 36.207,7 40.460,4 45.235,1 

8 Lampung 187.348,8 204.402,8 231.008,4 

9 Kep.BangkaBelitung 45.400,2 50.393,9 56.389,9 

10 Kep.Riau 144.840,8 163.112,1 182.915,5 

Sumber: BPS, 2015 

 

 

Tabel 2.15  
PDRB ADHK Se-Sumatera Tahun 2012-2014 

No Provinsi 
PDRB ADHK (MilyarRp) 

2012 2013 2014 

1 Aceh 108.914,9 111.992,3 113.835,0 

2 Sumaterautara 375.924.1 398.779,3 419.649,3 

3 SumateraBarat 118.724,4 125.874,7 133.240,3 

4 Riau 425.625,0 436.206,0 447.616,2 

5 Jambi 104.615,1 112.008,7 120.696,2 

6 SumateraSelatan 220.459,2 232.353,6 243.228,6 

7 Bengkulu 32.363,0 34.329,8 36.215,8 

8 Lampung 170.769,2 180.636,7 189.809,5 

9 Kep.BangkaBelitung 40.104,9 42.198,2 44.171,6 

10 Kep.Riau 128.035,0 137.134,9 147.167,6 

Sumber: BPS, 2015 
 
 

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB ADHK Provinsi Jambi selama 

5 tahun terakhir, maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar. Pada tahun 
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2010, kontribusi sektor pertanian sebesar 29,39 persen meningkat menjadi 29,42 persen 

pada tahun 2014 dengan rata-rata sebesar 29,53 persen. Adapun laju pertumbuhan 

kontribusi sektor pertanian pada PDRB ADHK selama periode 2010–2014 rata-rata sebesar 

0,03 persen pertahun. Sektor pertanian sangat potensial untuk menjadi sektor yang 

memimpin (leading sector) karena potensinya sebagai motor penggerak pertumbuhan 

output dan nilai tambah sektor ekonomi lainnya. Semakin besar ketergantungan sektor lain 

kepada sektor pertanian maka semakin besar potensi sektor pertanian sebagai leading 

sector. Sektor pertambangan memberi kontribusi terhadap PDRB ADHK pada tahun 2010-

2012 menempati urutan kedua, namun pada tahun 2013-2014 sektor pertambangan turun 

peringkat menjadi urutan ketiga. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan 

terhadap PDRB ADHK sebesar 18,24 persen menurun menjadi 14,72 persen pada tahun 

2014 dengan rata-rata sebesar 17,07 persen. Laju pertumbuhan kontribusi sektor 

pertambangan pada PDRB ADHK selama periode 2010–2014 rata-rata sebesar-5,07 persen 

per tahun. 

Pada tahun 2010-2012, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK 

menempati urutan ketiga, namun naik peringkat menjadi kedua pada tahun 2013-2014. 

Pada tahun 2010, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK sebesar 14,55  

persen meningkat menjadi 18,34 persen pada tahun 2014, dengan rata-rata sebesar 16,12 

persen. Laju pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB ADHK selama periode 

2010–2014 rata-rata sebesar 5.98 persen pertahun. 

 

Tabel 2.16  
PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

 

No 
 

LapanganUsaha 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
Rataan 

Pert.(%) 
1 Pertanian 29,39 29,33 29,83 29,69 29,42 0,03 

2 Pertambangandan 

Penggalian 
18,24 19,05 17,38 15,98 14,72 -5,07 

3 Perdagangan,Hotel 14,55 14,96 15,77 16,98 18,34 5,98 

4 IndustriPengolahan 11,11 10,65 10,91 10,68 10,77 -0,74 

5 KeuangandanReal 

Estate 
5,17 5,15 5,16 5,22 5,00 -0,81 

6 ListrikdanGas 0,91 0,93 0,92 0,96 0,99 2,15 

7 Pengangkutandan 

Komunikasi 
6,54 6,35 6,36 6,31 6,32 -0,84 

8 Konstruksi 4,55 4,28 4,81 5,70 5,93 7,25 

9 Jasa-Jasa 9,54 9,30 8,86 8,48 8,51 -2,80 

Sumber: BPS, 2015 
 

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHK menempati urutan 

keempat, pada tahun 2010 sebesar 11,11 persen menurun menjadi 10,77 persen pada tahun 

2014 dengan rata-rata sebesar 10,82 persen. Laju pertumbuhan kontribusi sektor industri 



RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 35 
 

pengolahan pada PDRB ADHK selama periode 2010 –2014 rata-rata sebesar-0,74 persen 

per tahun. 

 

 
2.2.1.2 Inflasi 

 

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus 

kesejahteraan masyarkat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi dari tahun 2010-2015 adalah 

berfluktuasi dengan rata-rata 6,06 persen per tahun. Pada tahun 2010, tingkat inflasi 

Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu sebesar 10,52 persen, tetapi pada tahun 2011 tingkat 

inflasi menurun signifikan menjadi 2,76 persen atau menurun sebesar 73,76 persen, 

namun tahun 2012 inflasi naik kembali menjadi 4,22 persen atau tumbuh 52,90 persen, 

kemudian terus meningkat sampai pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,74 persen. 

Selanjutnya pada tahun 2014, tingkat inflasi Provinsi Jambi menurun sedikit menjadi 

sebesar 8,72 persen dan turun signifikan kembali pada tahun 2015 menjadi 1,37 akibat 

kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.Inflasiperlu 

dipertahankanuntuktetap rendah dan  stabil untuk menjaga daya beli masyarakat 

berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. 

 

Tabel 2.17 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2011-2015 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 
Provinsi Jambi  

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata pertumbuhan 

Inflasi 2,76 4,22 8,74 8,72 1,37 5,16 

Sumber: BPS, 2016 
 

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.9 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 
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2.2.1.3 PDRBPerkapita 

 

PDRB perkapita Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir atau periode tahun 2011-

2015 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun2010, PDRB perkapita Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Provinsi Jambi sebesar Rp29.160 (ribu) meningkat menjadi sebesar 

Rp36.753 (ribu) pada tahun 2015. Dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita 

Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir atau periode tahun 2011-2015 sebesar 4,74 persen 

per tahun. Bila dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat maka kenaikan 

PDRB perkapita ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi 

namun masih dalam kategori pendapatan rendah – menengah (lower – middle income). 

Untuk itu di masa yang akan datang perlu dilakukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan 

dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.10 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2013 – 2015 

 

 
2.2.1.4 Indeks Gini 

 

 Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa 

dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup 

negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. 

Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena 

berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah 

antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah 
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indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan 

dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah. 

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat 

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisarantara 0 hingga 1. 

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau 

setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 

menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara  

orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan 

agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar 

penduduk. 

Selama 5 tahun terakhir, Provinsi Jambi berhasil menjaga indeks gini pada angka 

yang relatif rendah rata-rata 0,33 per tahun. Kondisi ini selalu di bawah nasional. Artinya 

ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Jambi lebih kecil dibandingkan ketimpangan 

pendapatan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2010, indeks gini Provinsi Jambi sebesar 

0,30 meningkat menjadi 0,34 pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa 

ketimpangan pendapatan masih terus terjadi di Indonesia, meskipun ketimpangan 

distribusi pendapatan yang terjadi masih termasuk  kategori ketimpangan sedang (nilai 

indeks gini antara 0,4 sampai 0,5). Daerah perkotaan mempunyai nilai indeks gini sebesar 

0,43 pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan dengan nilai 

indeks gini sebesar 0,32. 

 
 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.11 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Kondisi 

September) 
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Tabel 2.18 Indeks Gini Menurut Provinsi se-Sumatera Tahun 2010-2015 

No Provinsi 

Indeks Gini Menurut Provinsi 
Tahun 2010- 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Aceh 0,30 0,33 0,32 0,34 0,34 0,34 

2 SumateraUtara 0,35 0,35 0,33 0,35 0,31 0,33 

3 SumateraBarat 0,33 0,35 0,36 0,36 0,33 0,32 

4 Riau 0,33 0,36 0,40 0,37 0,38 0,37 

5 Jambi 0,30 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 

6 SumateraSelatan 0,34 0,34 0,40 0,38 0,38 0,33 

7 Bengkulu 0,37 0,36 0,35 0,39 0,36 0,37 

8 Lampung 0,36 0,37 0,36 0,36 0,33 0,35 

9 Kep.BangkaBelitung 0,30 0,30 0,29 0,31 0,30 0,27 

10 Kep.Riau 0,29 0,32 0,35 0,36 0,44 0,34 

11 Nasional 0,38 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 

Sumber: BPS, 2016 
 

Pada tingkat regional sumatera, rata-rata ketimpangan pendapatan masyarakat 

Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan 

provinsi-provinsi se-Sumatera kecuali  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi 

Aceh. Sedangkan untuk kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi, gambar di bawah 

memperlihatkan bahwa Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 – 2013 memiliki indeks 

gini lebih tinggi dari Provinsi Jambi, namun terlihat penurunan pada tahun 2014 hingga di 

bawah Provinsi Jambi. Penurunan ketimpangan ini seiring dengan peningkatan proporsi 

pengeluaran penduduk 40% menengah dan 40%  terendah serta penurunan proporsi 

pengeluaran penduduk 20% tertinggi, sehingga ketimpangan menurun. 
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Sumber:BPS, 2016 
Gambar 2.12 Indeks Gini Kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi  

Tahun 2010 - 2014 
 
 

 
2.2.1.5 Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional) 

 

 Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi 

dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh 

adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang 

terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah 

dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu, 

tidak mengherankan bilamanapada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan 

wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi 

terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan 

pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan 

pembangunan wilayah yang  dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang 

dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin 

merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar. 

Para ahli menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk  menentukan apakah 

ketimpangan ada pada taraf rendah,sedang atau tinggi. Untuk itu, ditentukan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Ketimpangan taraf rendah,bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35 

b.Ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan 0,35-0,5 

c. Ketimpangan taraf tinggi,bila indeks ketimpangan lebih dari 0,5 
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Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional) Provinsi Jambi tahun 2010-2014 

relatif tetap dengan rata-rata sebesar 0,44. Pada tahun 2010, indeks Williamson Provinsi 

Jambi sebesar 0,32 persen, tetapi pada tahun 2011 indeks Williamson naik cukup signifikan 

yaitu sebesar 0,42 persen, kemudian naik sedikit ditahun 2012 yaitu sebesar 0,48 persen, 

selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 indeks Williamson Provinsi Jambi masing-masing 

sebesar 0,46 dan 0,47. 

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah masih merupakan 

tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan 

pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan 

sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. 

Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara 

serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban 

dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran 

demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya 

pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan 

untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. 

 

 
Sumber : BPS, 2015 
Gambar 2.13 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2014 

 
 
2.2.1.6 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 

 

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan 

untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi 

suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan 
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suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. 

Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi 

sumber daya dan juga lingkungan. 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu 

sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi 

juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, 

tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya 

hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak 

memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyakkasus, penyebab dan dampak kemiskinan 

saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi 

yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan 

di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat 

ini. 

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, persentase penduduk miskin di 

Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 berfluktuatif dengan kecenderungan 

meningkat. Bila dirata-rata pada rentang tahun 2010-2015 maka terjadi kenaikan 2,29 

persen setiap tahunnya. Fakta lain adalah perbandingan persentase penduduk miskin 

antara daerah perkotaan dan perdesaan selama periode tahun 2010-2015 memperlihatkan 

bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada perdesaan. Namun 

bila dilihat dari jumlah penduduk miskin maka jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih 

banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang hidup 

di perdesaan lebih banyak daripada penduduk yang tinggal di kota. 
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Sumber:BPS, 2016 
 

Gambar 2.14 Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan 
Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 

 

Persentase  Penduduk menurut Status Kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 

2011-2014 mengalami angka yang berfluktuatif. Pada tahun 2011 persentase angka  

tidak miskin di Provinsi Jambi berjumlah 61,03 persen, kemudian naik 0,2 persen 

menjadi 61,05 persen di tahun 2012 menjadi 61,05 persen, namun pada tahun 2013 

dan 2014 terus mengalami penurunan menjadi 58,98 persen dan 56,46 persen.  

Persentase angka rentan miskin di Provinsi Jambi pada tahun 2011 berjumlah 19,64 persen 

kemudian meningkat menjadi 20,45 persen di tahun 2012. Selanjutnya terus mengalami 

penurunan menjadi 22,40 persen di tahun 2013 dan 22,05 persen di tahun 2014. Pada 

persentase jumlah penduduk yang mengalami status hampir miskin pada tahun 2011 

berjumlah 11,43 persen, lalu menurun menjadi 10,23 persen pada tahun 2012 dan10,20 

persen pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 13,05 persen. 

Pada tahun 2011 persentase data penduduk miskin di Provinsi Jambi berjumlah 5,22 persen 

kemudian meningkat menjadi 5,60 persen di tahun 2012 dan 6,21 persen di tahun 2013, 

kemudian sempat mengalami penurunan menjadi 6,07 persen di tahun 2014. Persentase 

angka sangat miskin di Provinsi Jambi mengalami angka yang berfluktuatif. Pada tahun 

2011 dan 2012 berada pada jumlah yang sama yaitu 2,68 persen, kemudian mengalami 

penurunan menjadi 2,20 di tahun 2013 dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 2,32 

persen di tahun 2014. 
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Sumber: BPS, 2015 
Gambar 2.15 Status Kemiskinan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2011-2014 

 

 
Tabel 2.19  

Kontribusi Komoditas Unggulan Terhadap Garis Kemiskinan  
Provinsi Jambi Tahun (Maret2015) 

 

No 
 

Komoditi 
 

Kota(%) 
 

Komoditi 
 

Desa(%) 

A Makanan 

1 Beras 29,88 Beras 39,26 

2 Rokokkretek  filter 14,11 Rokokkretek filter 12,75 

3 Daging ayamras 5,82 CabeMerah 4,56 

4 TelurayamRas 5,00 GulaPasir 4,38 

5 GulaPasir 3,99 Telurayamras 3,94 

6 CabeMerah 3,91 Daging ayamras 3,42 

7 Mieinstan 3,46 Mieinstan 3,24 

8 BawangMerah 2,59 BawangMerah 2,56 

9 Kuebasah 2,33 Caberawit 1,84 

B BukanMakanan 

1 Perumahan 26,16 Perumahan 27,25 

2 listrik 14,92 listrik 11,81 

3 Bensin 12,39 Bensin 14,93 

4 Pendidikan 7,48 Pendidikan 4,82 

5 Perlengkapanmandi 4,74 Perlengkapanmandi 4,90 

Sumber: BPS, 2015 
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Komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan masyarakat 

Provinsi Jambi baik daerah perkotaan maupun pedesaan (Maret2015) adalah untuk 

kelompok makanan berupa beras (29,88 persen dan 39,29  persen), rokok kretek filter 

(14,11 persen dan 12,75  persen), sedangkan untuk kelompok bukan makanan yaitu 

perumahan (26,16 persen dan 27,25 persen), listrik (14,92 persen dan 11,81 persen)dan 

bensin (12,92 persen dan 14,93 persen). Daftar Komoditi yang memberi sumbangan besar 

terhadap garis kemiskinan beserta persentase kontribusinya(Maret2015) dapat dilihat 

pada tabel di atas. 

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan 

keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk 

miskin, kebijakan  penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi 

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau 

Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode September2010– 

September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi cenderung mengalami 

kenaikan, yaitu pada tahun 2010 nilai P1 sebesar 1,05 meningkat menjadi 1,604 pada tahun 

2015. 
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Sumber: BRS, 2016 
Gambar 2.16 Indeks Kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi Tahun  

2010-2015 
 

 

Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk 

miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Apabila dibandingkan  antara 

daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-

2015, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah 

perdesaan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan 

kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) 

yang dirumuskan oleh Foster – Greer – Thorbec (FGT). P2 memberikan gambaran 

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 

menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi padaperiode September 2010–

September 2015, berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2010 

nilai P2 sebesar 0,23 dan pada tahun 2015 nilai P2 sebesar 0,437. Kenyataan ini 

mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Apabila 

dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi selama 

periode tahun 2010-2015, maka daerah perdesaan memiliki kecenderungan memiliki nilai 

P2 yang lebih besar dari perkotaan, padahal sebelumnya nilai P2 perkotaan selalu lebih 

besar daripada P2 Perdesaan.Hal ini disebabkan oleh harga komoditas pertanian dan 

perkebunan yang belum membaik, dimana sebagian besar penduduk perdesaan bekerja di 

sektor ini. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan 
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pendapatan petani yang salah satunya melalui perbaikan harga produk pertanian dan 

perkebunan. 

 

 

Sumber: BRS, 2016 
Gambar 2.17 Indeks Kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi Tahun  

2010-2015 
 

 

 

Sumber: BPS 
 

Gambar 2.18 Tingkat Kemiskinan kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 
2010 - 2015 

 

 
 Bila dilihat per kabupaten/ kota, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi selama 
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tahun 2010 – 2014 terus memperlihatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari Provinsi 

Jambi. Hal menarik terlihat pada Kabupaten Merangin yang tingkat kemiskinannya pada 

2010 – 2012 selalu dibawah Provinsi Jambi, pada tahun 2013 dan 2014 mengalami 

peningkatan hingga berada di atas Provinsi Jambi. Tingkat kemiskinan pada wilayah – 

wilayah ini berhubungan dengan kesejahteraan petani yang belum membaik akibat nilai 

tukar petani yang masih rendah. Sedangkan untuk wilayah Kota Jambi, tingkat kemiskinan 

ini berhubungan dengan harga sejumlah komoditi dan inflasi. 

 
 
2.2.1.7 Angka kriminalitas yang tertangani. 

 

Jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-2014 berfluktuatif 

setiap tahun, pada tahun 2010 sebesar 10.129 tindak pidana, namun pada tahun 2011 

menurun menjadi 8.323 tindak pidana di Provinsi Jambi. Selanjutnya pada tahun 2012, 

jumlah tindak pidana di Provinsi Jambi meningkat kembali menjadi 12.533tindak 

pidana,kemudian menurun kembali menjadi 9.399 tindak pidana pada tahun 2013,dan pada 

tahun berikutnya mengalami peningkatan sedikitmenjadi 9.644tindak pidana. 

 

 

Sumber: Statistik kriminal, BPS, 2015 

Gambar 2.19 Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaiannya di Provinsi Jambi  
 

Khusus pada  tahun 2014,  jika  dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah  

sumatera,  maka  jumlah tindak  pidana  di Provinsi Jambi masih rendahkecualipadaProvinsi 

Kepulauan Riau,Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu, sedangkan dengan Provinsi Aceh 

dan Lampung relatif sama. Untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan 
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Sumatera Selatan, jumlah tindak pidananya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi 

Jambi. 

Tabel 2.20  
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2010-2014 

 

No. 
 

KepolisianDaerah 
JumlahTindakPidana Menurut KepolisianDaerah 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Aceh 9.244 9.114 9.200 9.150 7.569 

2 SumateraUtara 33.227 37.610 33.250 40.709 35.728 

3 SumateraBarat 10.819 11.695 13.468 14.324 14.955 

4 Riau 10.129 8.323 12.533 9.399 9.644 

5 KepulauanRiau 4.141 3.643 3.626 4.278 4.633 

6 Jambi 3.586 4.450 6.099 6.510 7.643 

7 SumateraSelatan 18.288 19.353 21.498 22.882 22.708 

8 KepulauanBangkaBelitung 2.642 2.732 5.197 2.515 1.796 

9 Bengkulu 2.717 3.498 3.943 4.550 3.847 

10 Lampung 4.813 6.052 4.383 4.812 7.755 

Sumber: Statistik kriminal, 2015 
 

 
 

Tabel 2.21  
Rasio Penyelesaian TindakPidana Menurut Kepolisian Daerah 

Tahun 2010-2014 

 
No. 

 
KepolisianDaerah 

%PenyelesaianTindakPidana Menurut Kepolisian 

Daerah 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Aceh 38,85 43,14 42,83 32,14 32,92 

2 SumateraUtara 58,80 45,62 42,99 45,96 51,68 

3 SumateraBarat 47,44 52,47 47,58 46,03 46,13 

4 Riau 34,51 46,67 36,71 45,56 42,07 

5 KepulauanRiau 39,97 47,93 58,16 52,15 48,78 

6 Jambi 46,99 39,44 55,21 41,58 40,47 

7 SumateraSelatan 37,67 38,63 31,17 34,11 37,06 

8 KepulauanBangka 
Belitung 

51,29 50,44 29,06 17,22 15,98 

9 Bengkulu 62,42 47,4 77,86 52,42 55,24 

10 Lampung 64,35 20,34 24,25 11,72 58,9 

Sumber: Statistik kriminal, 2015 
 

 

Untuk persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-

2014 agak bervariasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2010, persentase 

penyelesaian tindak pidana di Provinsi Jambi sebesar 46,99 persen menurun menjadi 

sebesar 40,47 persen pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan persentase penyelesaian 
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tindak pidana di Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-2014 sebesar-0,86 persen per 

tahun. 

Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah sumatera, maka persentase 

penyelesaian tindak pidana  diProvinsi Jambi  masih  rendah  kecuali pada Provinsi 

Aceh,SumateraSelatandanKepulauan BangkaBelitung. Kedepan untuk meningkatkan 

penyelesaian tindak pidan yang terjadi, koordinasi Forkopimda harus lebih diefektifkan. 

 

 

Tabel 2.22  
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 

Tahun 2010-2014 
 

No. 
 

KepolisianDaerah 
Selang WaktuTerjadinyaTindakPidana (CrimeClock) 

menurutKepolisianDaerah 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Aceh 0.56'51'' 00.57'40'' 00.57'07'' 00.57'26'' 01.09'26'' 

2 SumateraUtara 0.15'49'' 00.13'58'' 00.15'48'' 00.12'54'' 00.14'42'' 

3 SumateraBarat 0.48'34'' 00.44'56'' 00.39'01'' 00.36'41'' 00.35'08'' 

4 Riau 0.51'53'' 01.03'09'' 00.41'56'' 00.55'55'' 00.54'30'' 

5 KepulauanRiau 2.06'56'' 02.24'16'' 02.24'57'' 02.02'51'' 01.53'26'' 

6 Jambi 2.26'34'' 01.58'06'' 01.26'10'' 01.20'44'' 01.08'46'' 

7 SumateraSelatan 0.28'44'' 00.27'09'' 00.24'26'' 00.22'58'' 00.23'08'' 

8 KepulauanBangka 

Belitung 
3.18'56'' 03.12'23'' 01.41'08'' 03.28'59'' 04.52'39'' 

9 Bengkulu 3.13'27'' 02.30'15'' 02.13'17'' 01.55'30'' 02.16'37'' 

10 Lampung 1.49'12'' 01.26'50'' 01.59'55'' 01.49'13'' 01.07'46'' 

Sumber: Statistik kriminal, 2015 
 

. 

Sementara untuk selang waktu terjadinya tindak pidana (CrimeClock)diProvinsi 

Jambi pada periode tahun 2010-2014 menunjukkan waktu yang semakin singkat dari 2 jam 

26 menit 34 detik pada tahun 2010 menjadi 1 jam 08 menit 46 detik pada tahun 2014. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kejadian tindak pidana di Provinsi Jambi semakin sering. Bila 

dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah sumatera,maka Selang waktu terjadinya 

tindak pidana(CrimeClock)di Provinsi Jambi masih lebih lama kecuali pada Provinsi 

kepulauan Riau, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, sedangkandengan ProvinsiAceh 

danLampung relatifsama. Hal ini berarti Provinsi Jambi masih lebih aman dibandingkan 

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung atau dengan kata lain peringkat 

keempat Provinsi yang tidak aman di Sumatera, untuk itu harus dilakukan kebijakan 

peningkatan keamanan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang mengingat tingkat 
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keamanan merupakan salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi pada suatu 

daerah. 

 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru 

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM 

dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan 

metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1)  Beberapa indikator sudah tidak 

tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan 

dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas 

pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, 

sehingga  tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per 

kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) 

penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa 

capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. 

 

 

Sumber: Jambi Dalam Angka 2016, 2016 
Gambar 2.20 IPM Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 dengan metode baru 

 

65,39 
66,14 66,94 

67,76 68,24 
66,53 

67,09 
67,7 68,31 

68,9 

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

2010 2011 2012 2013 2014

KERINCI MERANGIN SAROLANGUN
BATANGHARI MUARO JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR
TANJUNG JABUNG BARAT TEBO BUNGO
KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH JAMBI
Nasional



RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 51 
 

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat 

membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah 

dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam 

pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih 

menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-

rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak 

dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan 

manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena 

sama pentingnya. 

IPM Provinsi Jambi metode baru dalam waktu 5 tahun terakhir (2010-2014) 

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010 IPM Provinsi Jambi sebesar 65,39 meningkat 

menjadi 68,24 pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan IPM Provinsi Jambi selama lima 

tahun terakhir hanya 1.07%. Peningkatan rata-rata IPM Provinsi Jambi dalam lima tahun 

terakhir lebih tinggi dari rata-rata peningkatan IPM nasional yang hanya mencapai 0,88%. 

Adapun rincian peningkatan pertahun adalah 1.15% untuk peningkatan tahun 2011; 1,21% 

untuk peningkatan tahun 2012; peningkatan 1,22 %  untuk tahun 2013 dan 0,71% 

peningkatan tahun 2014. IPM terendah selama lima tahun terakhir adalah pada Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat dan tertinggi pada Kota Jambi. Bila dibandingkan dengan nasional, 

IPM Provinsi Jambi selama 5 tahun belakangan ini masih dibawah IPM Nasional. Sedangkan 

IPM  Indonesia 2013 sebesar 68,4; peringkat 108 dari 187 negara. Indonesia di tataran 

ASEAN berada pada peringkat 5 dan masuk dalam kategori menengah.  

 

Tabel 2.23  
IPM Provinsi Jambi Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2010-2014 

 
No Provinsi IPM Metode Baru 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Aceh 67,09 67,45 67,81 68,30 68,81 

2 Sumatera Utara 67,09 67,34 67,74 68,36 68,87 

3 Sumatera Barat 67,25 67,81 68,36 68,91 69,36 

4 Riau 68,65 68,90 69,15 69,91 70,33 

5 Jambi 65,39 66,14 66,94 67,76 68,24 

6 Sumatera Selatan 64,44 65,12 65,79 66,16 66,75 

7 Bengkulu 65,35 65,96 66,61 67,50 68,06 

8 Lampung 63,71 64,20 64,87 65,73 66,42 

9 Kep. Bangka Belitung 66,02 66,59 67,21 67,92 68,27 

10 Kepulauan Riau 71,13 71,61 72,36 73,02 73,40 

Sumber: BPS, 2015 
 



52 
Bab II 
Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 

Oleh karena itu, rata-rata indeks kualitas manusia Provinsi Jambi masih jauh 

dibandingkan dengan rata-rata nasional apalagi jika dibandingkan dengan IPM dari negara 

di Asia Tenggara dan negara lain di dunia. Peningkatan kualitas IPM melalui berbagai 

program pembangunan hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dan 

percepatan sehingga kualitas Sumberdaya manusia Jambi dapat mampu bersaing secara 

nasional dan global terutama dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2016 ini. 

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain se sumatera sepanjang tahun 2010-

2014, IPM Provinsi Jambi masih di bawah Provinsi lain kecuali Provinsi Sumatera Selatan, 

Bengkulu dan Lampung. Sedangkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 

Kepulauan Bangka Belitung dan Riau memiliki IPM yang lebih tinggi bandingkan Provinsi 

Jambi  

 

2.2.2.2 Angka Melek Huruf 

Hasil pembangunan yang terkait dengan angka melek huruf Provinsi Jambi 

menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2012 - 2014, dimana pada tahun 2012 angka 

melek huruf penduduk usia 5 tahun keatas di Provinsi Jambi sebesar 92,29 persen 

meningkat menjadi 94,78 persen pada tahun 2014. Angka melek huruf laki-laki  

berfluktuatif namun selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

angka melek huruf penduduk perempuan. 

 

 

Sumber: BPS, 2015 
Gambar 2.21 Angka melek huruf penduduk 5 tahun keatas Provinsi Jambi (%) 

Tahun 2012-2014 
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 Sementara untuk kelompok usia > 15 tahun capaian angka melek huruf lebih tinggi 

dari capaian angka melek huruf pada umur >5 tahun merupakan kelompok usia produktif 

yang  karena kelompok usia tersebut yang seyogyanya telah berada pada tingkat sekolah 

menengah. Pada tahun 2011 angka melek huruf kelompok umur ini telah mencapai 96,2 

persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 dan mulai membaik kembali pada 

tahun-tahun berikutnya. 

 

Tabel 2.24 Perkembangan angka melek huruf usia >15 tahun Provinsi Jambi  
Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah penduduk usia 
di atas 15 tahun yang 
bisa membaca dan 
menulis 

   
2.140.147  

   
2.141.647  

   
2.194.621  

   
2.263.240  

   
2.327.091  

2 Jumlah penduduk usia 
15 tahun ke atas 

   
2.224.685  

   
2.279.075  

   
2.333.462  

   
2.387.888  

   
2.442.371  

3 Angka melek huruf 96,2 93,97 94,05 94,78 95,28 

Sumber:BPS, 2016 

 

Kedepan kebijakan pengentasan buta huruf harus memperhatikan kesenjangan 

gender ini.  Hal ini mengingat bahwa salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 

tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, 

sebagai sumberdaya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai 

dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun 

membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan 

mampu mengakses lapangan pekerjaan. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif UNICEF 

Ann M. Veneman pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia (17 October 

2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar $1 untuk pendidikan 

bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih 

banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat 

kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dengan produktivitas yang meningkat. 
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Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi , 2015 
Gambar 2.22 Angka melek huruf penduduk 15-24 tahun per 

kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun 2011-2013 
 

Secara perwilayahan angka melek huruf umur 15-24 yang telah mencapai 100 persen 

pada tahun 2013 adalah Kota Jambi, Kabupaten Tebo, Kerinci dan Muara Jambi. Sedangkan 

pada tahun 2012 Kota Sungai Penuh telah mencapai 100 persen, akan tetapi menurun 

kembali pada tahun 2013 menjadi 99,84 persen. Kedepan, program pemberantasan buta 

huruf harus diprioritaskan pada kabupaten/ kota yang belum mencapai 100 persen dengan 

tetap mempertahankan capaian pada kabupaten/ kota yang telah 100 persen.  

 

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh 

masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi 

jenjang pendidikan yang dijalani. Pada periode tahun 2010-2014, angka rata-rata lama 

sekolah Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 masih 7,84 tahun 
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meningkat menjadi 8,7 tahun pada tahun 2014. Peningkatan persentase angka rata – rata 

lama sekolah di Provinsi Jambi dalam kurun tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami 

peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,64 persen tiap tahunnya.  

Rata-rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya 

yang tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. 

Perlunya upaya percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama sekolah 

yang hanya 8,7 tahun berarti rata-rata penduduk Jambi hanya sampai di kelas 3 SLTP.  

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.23 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi  

Tahun 2010-2014 
 

Untuk angka rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih terjadi 

disparitas yang tinggi, dimana angka rata-rata lama sekolah tertinggi ada pada Kota Jambi 

atau 10,57 tahun dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 6,53 tahun. 

Kabupaten lainnya yang memiliki angka rata-rata lama sekolah di bawah capaian Provinsi 

seperti Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo 

juga hendaknya dapat dijadikan daerah prioritas dalam penerapan program untuk 

peningkatan angka rata-rata lama sekolah. 

 

2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)  

Keberhasilan program pembangunan pendidikan digambarkan dalam Misi 5K. 

Adapun Misi 5K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan 

layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan 

untuk pendidikan, dan menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu 
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indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan 

pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau 

pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 

adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada 

jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, provinsi, 

serta kabupaten/kota.  

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang biasa 

digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk khususnya anak usia sekolah dalam 

proses kegiatan pendidikan formal/sekolah. APS juga dapat digunakan untuk melihat 

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan yang ada. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya 

keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas 

jangkauan pelayanan pendidikan. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang 

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang 

sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD 

merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah 

penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa 

yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah 

pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang 

dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka 

memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia 

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang  sesuai dengan 

usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. 

Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi 

jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 

12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat 

penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal 

seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 

100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat 

waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan 

selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih 

rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah 

dan beberapa jenjang pendidikan. 
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Sumber: BPS, 2015 

Gambar 2.24 APK , APM Sekolah Dasar  dan APS usia 7 -12 tahun Provinsi Jambi 
Tahun 2011-2015 

 

Terjadi peningkatan APK dan APM SD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

APK SD pada tahun 2011 mencapai 105,01 persen dan meningkat pada tahun 2015 

mencapai 111,99 persen, kenyataan ini turut didorong oleh meningkatnya kejar paket A. 

Sedangkan untuk APM SD, terjadi peningkatan dari 92,36  persen pada tahun 2011 menjadi 

97,68 persen pada tahun 2015. Sedangkan Angka Partsipasi Sekolah (APS) meningkat dari 

98,27 persen di tahun 2011 menjadi 99,55 persen di tahun 2015.  Walaupun angka 

partisipasi baik APK, APM dan APS sudah cukup tinggi tetapi masih terdapat sejumlah anak-

anak usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah baik sama sekali belum pernah sekolah 

maupun yang tidak lagi bersekolah.  

Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2011, APK SMP sebesar 

79,29 persen, meningkat menjadi 87,14 persen pada tahun 2011 dan  88,11 persen pada 

tahun 2012. Namun pada tahun 2013, APK SMP menurun menjadi 85,17 persen, dan naik 

kembali menjadi 91,78  persen pada tahun 2015. Sedangkan APM SMP sejak tahun 2011 

hingga 2015 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebesar 67,43 persen 

menjadi 77,84 persen tahun 2015. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah meningkat dari 

88,08 persen di tahun 2011menjadi 95,06 persen di tahun 2015. 
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Untuk APK SMA Provinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2011, APK SMA sebesar 

66,67 persen, meningkat menjadi 76,12 persen pada tahun 2015. Begitu pula untuk APM 

SMA, pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 

2011, APM SMA sebesar 459,46 persen, meningkat menjadi 59,41 persen pada tahun 2015. 

Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus 

untuk mendekati angka 100 persen. Angka partisipasi sekolah usia 16 -18 tahun juga 

cenderung mengalami peningkatan tetapi peningkatan ini juga belum cukup untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Jambi. Angka partisipasi sekolah tahun 2011 

sebesar 66,66 % mengalami peningkatan menjadi 76,12 persen. Besaran presentase yang 

hanya 76,12 menunjukan bahwa masih terdapat sekitar 23,88 % dari anak usia 16 -18 

tahun yang tidak bersekolah. 

 

 

 

Sumber : BPS, 2016 
Gambar 2.25APK , APM Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)  dan APS usia 13 -15 

tahun Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 
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Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.26 APK dan APM SMA dan APS Usia 16 – 18 Tahun di  Provinsi 

Jambi Tahun 2011-2015 
 

 

Peningkatan Angka Partisipasi (APK, APM dan APS) selama lima tahun terakhir 

belum menunjukan kinerja bidang pendidikan yang baik masih terdapat banya catatan 

penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan. Pertama, 

program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2015belum 

sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP 

belum mencapai/mendekati angka 100 persen. Kedua, tingkat partisipasi pendidikan yang 

masih relative rendah pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA(baru sekitar separuhnya 

dari usia sekolah SMA yang melanjutkan pendidikan) menjadi tantangan kedepan dalam 

peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi. Ketiga, masih terdapatnya disparitas tingkat 

pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan 

disparitas gender. Keempat, masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing 

lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan 

komperatif daerah. 

Data jumlah anak-anak usia sekolah (7 – 18 tahun) yang tidak bersekolah di Provinsi 

Jambi masih sangat besar. Data Jambi Dalam Angka Tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah 

anak-anak usia 7 – 12 tahun yang belum pernah sekolah di tahun 2014 adalah sebanyak 

1.728 anak dan anak-anak usia 7 -12 tahun yang tidak lagi bersekolah di tahun 2014 adalah 

sebanya 568 orang.  Angka partisipasi ini juga di dikuatkan oleh data dari Jambi Dalam 

Angka tahun 2015 menunjukan bahwa masih terdapat 1.068 anak usia 13 – 15 tahun yang 

belum pernah bersekolah dan 8.865 yang tidak lagi bersekolah (lihat Gambar 2.23). 
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Sedangkan jumlah anak-anak usia 16 -18 tahun yang belum pernah bersekolah mencapai 

944 orang dan anak-anak usia 16 – 18 tahun yang tidak lagi berkolah mencapai 47.617 

orang. Sebaran jumlah anak usia 7 -12 tahun, 13 – 15 tahun dan usia 16 -18 tahun yang tidak 

pernah sekolah dan sudah tidak lagi bersekolah disajikan pada Gambar 2.24Jumlah anak 

usai sekolah yang belum pernah dan tidak lagi bersekolah harus menjadi target utama 

pembangunan pendidikan. Program prioritas yang harus dilakukan  segera adalah 

membangun database anak usia sekolah di Jambi sehingga program pemberian beasiswa 

akan diberikan tepat sasaran berdasarkan database tersebut. 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015(data diolah) 

Gambar 2.27 Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah bersekolah 
dan tidak lagi bersekolah di Provinsi Jambi Tahun 2014 

 

Data ini diperkuat dari hasil olahan data bahwa penduduk Provinsi Jambi usia 19-24 

tahun yang belum pernah sekolah/kuliah mencapai 1.241 orang dan yang tidak lagi sekolah 

mencapai 245.987 orang. (Lihat Gambar2.27). 
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Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015(data diolah) 

 
Gambar 2.28 Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang tidak pernah 
bersekolah dan tidak lagi bersekolah di Provinsi Jambi Tahun 

2014 
 

2.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah banyaknya kematian 

perempuan pada saat hamil, bersalin atau dalam 42 hari pasca persalinan tanpa 

memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau 

pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Angka kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup di Provinsi Jambi pada periode 2010-2014 menurun. Pada tahun 2010 

jumlah kematian ibu sebanyak 78 kasus, jika dikonversikan menjadi angka kematian ibu 

adalah 118 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014 menurun menjadi jumlah 

kematian ibu sebanyak 48 kasus dan dikonversikan menjadi angka kematian ibu adalah 99 

per 100.000 kelahiran hidup. 
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2016 
Gambar 2.29 Angka Kematian Ibu dan Konversi di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

 

 

Tabel 2.25 
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

No Kabupaten/kota Jumlah Kematian Ibu 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Kerinci 4 3 10 5 3 

2 Merangin 12 15 16 12 8 

3 Sarolangun 9 7 7 6 5 

4 Batanghari 3 3 4 3 2 

5 Bungo 4 7 3 6 5 

6 Tebo 14 9 6 6 2 

7 Muaro Jambi 6 5 7 5 3 

8 Tanjab Barat 15 8 5 5 5 

9 Tanjab Timur 3 9 10 6 5 

10 Kota Jambi 7 12 8 4 6 

11 Kota Sei Penuh 1 3 1 0 4 

Provinsi 78 81 77 58 48 

Sumber: Dinas Kesehatan, 2015 

 

Pada tahun 2014, jumlah kematian ibu di kabupaten/kota Provinsi Jambi yang 

terbanyak terdapat pada Kabupaten Merangin dengan 8 kasus, sedangkan yang paling 

sedikit terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo yaitu maisng-masing 2 

kasus. Angka Kematian Ibu hingga saat ini masih tetap tinggi, bahkan kasus kematian terjadi 
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peningkatan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Hal tersebut berkaitan dengan berbagai 

sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (Direct Obstetric Death) 

kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, 

atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau  berbagai hal yang terjadi akibat 

tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor 

penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan. Berdasarkan Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, Cakupan persalinan oleh tenaga 

kesehatan terlatih sudah memperlihatkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, namun 

kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar 

pelayanan.  

Situasi derajat kesehatan digambarkan salah satunya melalui Angka  Kematian Bayi 

(AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) dapat didefenisikan 

sebagai  banyaknya  bayi meninggal  sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 

1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) 

merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat 

karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif 

terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan 

sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 

satu bulan. 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan, 2015 

Gambar 2.30Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi  
Tahun 2009-2013 
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Angka kematian bayi di Provinsi Jambi pada tahun 2013 masih sangat tinggi yaitu 76 

jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian bayi pada periode 2009-2013 

terjadi pada tahun 2012 yaitu menjadi 76 jiwa per 1.000 kelahiran hidup dari sebelumnya 

pada tahun 2011 sejumlah 63 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 sendiri 

angka kematian bayi tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 76 jiwa per 1.000 

kelahiran hidup. Angka yang masih tinggi ini menggambarkan tingkat kesehatan pada balita 

yang dapat dipengaruhi oleh kekurangan gizi, penyakit infeksi, maupun kecelakaan. 

 

2.2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup 

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 

2010-2014 terus menunjukkan peningkatan dimana angka harapan hidup dari 69,1 tahun 

pada 2010 meningkat menjadi 70,43 tahun pada 2014. Peningkatan terbesar terjadi pada 

tahun 2013  yaitu sebesar 1,37% sedangkan peningkatan terendar terjadi pada tahun 2014 

yaitu hanya 0,11 persen. Rata-rata peningkatan dalam periode 2010 hingga 2014 adalah 

sebesar 0,48%. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk mengindikasikan 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka Harapan Hidup di Provinsi Jambi juga terus mengalami kenaikan. Walaupun 

nominalnya tidak terlalu besar, tren ini menunjukan adanya peningkatan akses dan mutu 

Sumber: BPS, 2015 

Gambar 2.31 Angka Harapan Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 
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pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat juga 

mendorong masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan berbayar yang 

meningkatkan kualitas kesehatan. 

 

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

2.2.3.1 Seni Budaya 

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu 

Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman budaya yang ada serta 

memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok kesenian dan seniman.  

 

 
Tabel 2.26 Perkembangan Seni Budaya 

No Capaian Pembangunan 2011 2012 2013  2014* 2015* 

1 
Jumlah grup kesenian per 10.000 

penduduk. 
0,54 0,58 0,57 0,57 0,57 

2 
Jumlah gedung kesenian per 10.000 

penduduk. 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sumber: Dinas Budpar, 2016 

 

 Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan seni budaya belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kelompok 

kesenian yang hanya 12,79% dalam kurun 5 tahun dan jumlah seniman yang hanya 

bertambah 53 orang dalam kurun waktu yang sama. Demikian pula dengan jumlah gedung 

kesenian yang tidak bertambah sama sekali. Guna memajukan seni budaya di Provinsi 

Jambi, maka kedepan program-program penumbuhan minat generasi muda dalam seni 

budaya harus segera dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di 

Provinsi Jambi. 

 

 

2.2.3.2 Olah Raga 

 
Cabang olahraga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 43 cabang 

yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi 

Jambi dan  tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang 

memiliki fasilitas yang lengkap, hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. 

Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel 2.20 di bawah. 
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Tabel 2.27 
Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi 

Tahun 2015 

No Cabang Olahraga 
Jumlah 

Pemda Swasta 
1.  Sepak Bola 16 68 

2.  Tenis 24 31 

3.  Bulu Tangkis 16 92 

4.  Bola Voli 19 110 

5.  Basket 27 47 

6.  Tenis Meja 22 91 

7.  Pencak Silat 11 18 

8.  Lap. Menembak  - - 

9.  Angkat Besi 5 1 

10.  Senam  1 - 

11.  Kolam Renang  - 12 

12.  Taekwondo  3 3 

13.  Judo 3 2 

14.  Kempo  1 4 

15.  Gulat  2 4 

16.  Panjat Tebing  7 2 

17.  Golf  0 2 

18.  GOR  1 4 

19.  Dayung  3 6 

20.  Tinju  0 3 

21.  Sepak Takraw  2 29 

22.  Karate  5 11 

23.  Catur 5 4 

Sumber: Dispora, 2015 

 

Demikian pula dengan perkembangan organisasi olahraga dan gedung olahraga, 

selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 tidak terjadi peningkatan jumlah atau stagnan. 

Namun untuk peningkatan prestasi atlet pelajar terjadi peningkatan walaupun tidak terlalu 

besar. Jumlah atlet yang dibina di PPLPD meningkat 125% dari 20 orang atlet pda tahun 

2010 menjadi 45 orang pada tahun 2014 seiring dengan penambahan Jumlah cabang 

olahraga yang dibina di PPLD dari 4 cabang pada tahun 2010 menjadi 6 cabang olahraga 

pada tahun 2015.  Selain itu peningkatan jumlah atlet yang dibina memberikan peluang 

lebih besar dalam peningkatan prestasi atlet, hal ini terlihat pada perbaikan prestasi setiap 

tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk itu kedepan harus dilakukan 

penambahan cabang olahraga yang dibina ataupun penambahan jumlah atlet yang dibina 

agar peluang perbaikan prestasi daerah di bidang olahraga dapat tercapai. 
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Tabel 2.28 
Perkembangan Olahraga Provinsi JambiTahun 2010-2014 

Nama Program 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Organisasi 
Olahraga 

44 44 44 44 44 

Jumlah Gedung Olahraga 14 14 14 14 14 

Jumlah cabor yang dibina 
di PPLPD 

4 4 5 5 6 

Jumlah atlet pelajar yang 
dibina di PPLPD 

20 20 24 39 45 

Prestasi atlet pelajar: 
- Emas 
- Perak 
- Perunggu 
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Sumber : Dispora, 2015 

 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 

2.3.1.1 Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar 

2.3.1.1.1 Kesehatan 

Hasil laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan yaitu jumlah kematian ibu (hamil, 

bersalin dan nifas) di Provinsi Jambi tahun 2013 adalah 58 kasus dengan jumlah kelahiran 

hidup sebanyak 64.448 kelahiran hidup. Jika diproyeksikan angka kematian ibu di Provinsi 

Jambi tahun 2013 adalah 90 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menurunbila 

dibandingkan dengan tahun 2012 dimana proyeksi kematian ibu adalah 110 per 100.000 

kelahiran hidup tahun 2012.. Jumlah kematian ibu terbanyak terdapat di Kabupaten 

Merangin (12 kasus) sedangkan paling sedikit terdapat di Kota Sungai Penuh (0 kasus). 

Bila dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis/ kesehatan yang 

tersedia di Kabupaten Merangin, Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah 

puskesmas terbanyak bila dibandingkan dengan kabupaten lain se-Provinsi Jambi. Demikian 

pula dengan jumlah tenaga medis, Kabupaten Merangin berada di urutan kedua terbanyak 

setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sehingga tingginya angka kematian ibu dan angka 

kematian bayi di Kabupaten ini dimungkinkan oleh sebab lain di luar ketersediaan fasilitas 

kesehatan dan tenaga medis, seperti pelayanan kesehatan yang kurang baik, pola hidup 

yang kurang memperhatikan kesehatan ataupun infrastruktur jalan/akses ke fasilitas 

kesehatan yang kurang mendukung sehingga membutuhkan waktu lama untuk mencapai 

fasilitas kesehatan. 
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Untuk rasio jumlah Puskesmas per 30.000 penduduk Provinsi Jambi pada 5 tahun 

terakhir ini cenderung menurun, yaitu 1,64 pada tahun 2010 menjadi 1,55 pada tahun 2014 

dengan rata-rata sebesar 1,61. Bila dilihat laju pertumbuhannya maka laju rasio jumlah 

Puskesmas per 30.000 penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010-2014 rata-rata hanya 

tumbuh negatif yaitu -1,39 persen per tahun.   Hal ini berarti pertumbuhan jumlah 

puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan 

penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Ke depan diharapkan terjadi 

keseimbangan antara penyediaan puskesmas dengan jumlah penduduk. 

 

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.32 Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2010-

2014 
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Sumber: BPS, 2016 (data diolah) 
Gambar 2.33 Rasio posyandu per satuan balita 

 

Demikian pula dengan ketersediaan posyandu, gambar di atas memperlihatkan rasio 

posyandu per satuan balita di Provinsi Jambi yang menunjukkan kecenderungan meningkat 

setiap tahunnya. Bila pada tahun 2010 satu posyandu harus melayani 104 balita, maka pada 

tahun 2014  terlihat bahwa satu posyandu dapat melayani 100 balita. Rasio ini harus terus 

ditingkatkan mengingat beban yang harus dilakukan oleh satu posyandu masih terlalu berat. 

Selain itu pelatihan terhadap kader-kader posyandu juga harus terus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. 

Sementara itu, standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, untuk puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas 

kawasan perdesaan dan puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil disyaratkan untuk 

puskesmas rawat inap jumlah minimal sebanyak dua dokter dan untuk puskesmas non 

rawat inap jumlah minimal sebanyak satu dokter. Pada tahun 2014, jumlah seluruh 

Puskesmas di Indonesia sebesar 9.731. Dengan menggunakan jumlah puskesmas dan 

jumlah tenaga dapat disusun rasio tenaga kesehatan terhadap puskesmas. Rasio dokter 

umum terhadap puskesmas dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan dokter di 

puskesmas. 

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga perawat adalah lima 

perawat untuk puskesmas non rawat inap dan delapan perawat untuk puskesmas rawat 

inap. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 

2014 sebesar 10,72 perawat per puskesmas. Secara nasional jumlah perawat telah 
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mencapai target, tetapi persebaran per provinsi yang belum merata.Berdasarkan 

Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga bidan adalah empat bidan untuk 

puskesmas non rawat inap dan tujuh bidan untuk puskesmas rawat inap. Rasio bidan di 

puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 10,52 bidan 

per puskesmas. Secara nasional jumlah bidan telah mencapai target, tetapi persebaran per 

provinsi yang belum merata.Data menununjukan bahwa rasio dokter umum, perawat dan 

bidan dengan jumlah puskesmas cukup memadai. Sebaran rasio dokter umum, perawat dan 

bidan disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.34 Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidang dengan Puskesmas di 

Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 
 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit 

berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit 

khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 

pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit 

yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu 

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 

54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, 

telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada 
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tahun 2014, rasio dokter spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 

penduduk, rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, rasio 

perawat sebesar 158 perawat per 100.000 penduduk dan bidan sebesar 100 bidan per 

100.000 penduduk. Gambar 3.9 menunjukkan rasio dokter spesialis di Indonesia sebesar 

18,64 dokter spesialis per 100.000 penduduk, lebih tinggi dari target tahun 2014. Sebanyak 

22 provinsi di Indonesia telah mencapai target rasio dokter spesialis terhadap 100.000 

penduduk dan dua belas provinsi lainnya belum mencapai target rasio dokter spesialis yang 

telah ditetapkan.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 

tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan 

kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum 

terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan 

dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Gambar 

di bawah ini menunjukkan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Indonesia. 

 

 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.35 Rasio dokter dan 100.000 penduduk di Provinsi Jambi tahun 2010-2104 
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ditetapkan. Provinsi dengan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk tertinggi 

terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Aceh. Sedangkan rasio dokter 

umum per 100.000 penduduk terendah terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Lampung. Rasio tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis di Provinsi Jambi 

tahun 2010 – 2014 disajikan pada gambar di atas. 

Sementara itu, pada tahun 2014 rasio bidan terhadap penduduk sebesar 49,56, lebih 

rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 100 bidan per 100.000 

penduduk. Pada tahun 2014, baru ada dua provinsi yang telah mencapai target rasio bidan 

terhadap penduduk, sedangkan 32 provinsi lainnya belum mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

 

 

Dari sisi pola penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya masih berupa 

infeksi menular. Beberapa penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah Penyakit akut Lain 

pada saluran Pernapasan bagian Atas (ISPA), Penyakit Kulit Infeksi, Penyakit pada Sistem 

Otot dan jaringan Pengikat, Penyakit Malaria, Diare (termasuk Tersangka Kolera), Malaria  

Klinis, Penyakit Pulpa dan Jaringan Peripikal, Penyakit Tekanan Darah Tinggi, Kecelakaan 

dan Rudo Paksa. 

 

Sumber: BPS, 2016 
Gambar 2.36Rasio Bidan dan Perawat dengan100.000 penduduk di Provinsi Jambi tahun 

2010-2104 
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Upaya pengendalian malaria di Provinsi Jambi menggunakan Annual Parasite 

Incidence (API). API di Provinsi Jambi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung 

menurun. Pada tahun 2009 API di Provinsi Jambi berada pada angka 1,85 per 1.000 

penduduk sampai dengan tahun 2013 menunjukkan angka 1,12 per 1.000 penduduk. Angka 

kesakitan Malaria per kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2013 tertinggi adalah 

Kabupaten Tebo yaitu 3,24 per 1.000 penduduk dan terendah adalah Kota Sungai Penuh 

yaitu 0,01 per 1.000 penduduk. 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan, 2015 
Gambar 2.37 Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 

 

 

Indikator yang digunakan dalam pengendalian Tuberkulosis (TB) Paru adalah Case 

Detection Rate (CDR). Pencapaian CDR Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar 66,60 

persen, angka ini belum memenuhi target minimal yang telah ditetapkan nasional yaitu 

sebesar > 70 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, CDR tertinggi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (88,21 persen) diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat (77,51 persen). 

sedangkan kabupaten dengan CDR terendah terdapat di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 

43,33 persen. Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB Paru digunakan angka 

keberhasilan pengobatan (SR = Succes Rate). Pencapaian Success Rate (SR) pada tahun 

2010-2013 telah melampaui target nasional 85 persen. Adapun angka SR untuk tahun 2012 

yang telah dievaluasi pada tahun 2013 telah mencapai angka 93,54 persen. 
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2015 
Gambar 2.38 Laju dan CDR Penderita TBC di Provinsi Jambi Tahun 2010-2013 

 

Di Provinsi Jambi, kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menyebar ke 

seluruh kabupaten/kota. Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi sepanjang tahun 2006 

hingga tahun 2012, sesuai dengan pattern of disease dari penyakit DBD, yaitu Urban Disease. 

Capaian angka kesakitan (incidence rate = IR) terlihat relatif menurun yaitu IR kasus DBD 

tahun 2006 sebesar 10,1 per 100.000 penduduk menjadi 6,0 per 100.000 penduduk pada 

tahun 2010. Tahun 2011 di Provinsi Jambi IR kasus DBD adalah 59,4 per 100.000 penduduk 

menurun menjadi 18,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2014. Sementara angka kematian 

(case fatality rate = CFR)masih berfluktuasi yaitu CFR kasus DBD tahun 2006 sebesar 5,1 

persen, dan tahun 2010 sebesar 2,8 persen. Tahun 2011 di Provinsi Jambi CFR kasus DBD 

adalah 2,1 persen,  pada tahun 2014 CFR kasus DBD adalah 2,8 persen. 
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2015 
Gambar 2.39Incidence Rate DBD Per 10.000 Penduduk dan Case Fatality Rate DBD 

di Provinsi Jambi Tahun 2009-2014 
 
 

Pada tahun 2013 penemuan penderita diare di Provinsi Jambi berjumlah 72.108 kasus 

yang tersebar pada 11 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi 

penurunan kasus sebesar 18.642 kasus. Pada tahun 2012 kasus Diare di Provinsi Jambi 

berjumlah sebesar 90.757 kasus, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2011 (84.188 

kasus) atau meningkat sebesar 1,5 persen (1.213 kasus). Jumlah kasus diare di Provinsi 

Jambi tahun 2014 terbanyak terdapat di Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 11.483 kasus, 

Kota Jambi (10.573 kasus). Adapun kasus terendah adalah Kota Sungai Penuh (1.770 kasus).   

Kondisi Seperti ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, 

perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan 

perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Namun 

demikian disparitas status kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender 

masih cukup lebar. Selain itu,masalah kesehatan masyarakat  menghadapi beban ganda 

penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi menular yang harus 

ditangani, di pihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular. 
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2.3.1.1.2 Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat 

pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang statussosial, 

status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan 

pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil 

pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan 

produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi 

yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. 

Rasio jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dengan jumlah gedung sekolah 

SD/MI di Provinsi Jambi pada periode tahun 2011 - 2014 adalah relatif tidak berubah 

terutama untuk tahun 2012-2014, yaitu 68 anak usai 7-12 tahun untuk satu sekolah dasar 

pada tahun 2011 menjadi 160 anak usia 7-12 untuk satu sekolah pada tahun 2014.  Rasio ini 

masih mencukupi ditinjau dari kemampuan sekolah untuk menampung siswa.  

 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015 
Gambar 2.40 Rasio Umur anak usia sekolah dengan jumlah Sekolah di 

Provinsi Jambi tahun 2011 - 2014 
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Begitu pula SMP/MTs, rasio jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dengan 

jumlah gedung sekolah SMP/MTs di Provinsi Jambi pada periode tahun 2011 - 2014 adalah 

relatif tetap, yaitu 187 anak usia 13-15 tahun untuk satu sekolah pada tahun 2010 menjadi 

211 anak usia 13-15 pada tahun 2014. Selanjutnya rata-rata rasio jumlah penduduk 

kelompok usia 13-15 tahun dengan jumlah gedung sekolah SMP/MTs di Provinsi Jambi pada 

periode tahun 2011 - 2014  adalah 200 anak usia 13-15 tahun untuk satu sekolah. 

Rasio anak usia sekolah 16-18 tahun dengan jumlah sekolah SMA/SMK dan Madrasah 

Aliyah menunjukan rasio yang lebih besar dimana untuk tahun 2011 sebesar 306 anak usia 

16-18 tahun untuk satu gedung sekolah. Rasio ini sedikit berubah menjadi 336 di tahun 

2012; 350 anak untuk tahun 2013 dan 324 anak usia 16-18 tahun untuk satu sekolah.  Rata-

rata rasio anak usia 16-18 tahun dengan sekolah SMA/SMK dan Madrasah Aliyah berada 

pada kisaran 329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda besar pendidikan di Indonesia adalah bagaimana peningkatan mutu 

pendidikan bisa meningkat, sejajar dengan negara lain di Asia dan Dunia. Pendidikan yang 

bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidikan yang juga bermutu, yakni memiliki 

kualifikasi standar, profesional dan berdedikasi tinggi, sehingga pada gilirannya akan 

menghasilkan SDM yang handal. Guru memilki peran strategis dalam pembangunan 

pendidikan, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, implementator kurikulum dan 

pelaku pendidikan yang secara langsung bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal 

 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015 
Gambar 2.41 Rasio Jumlah anak usia sekolah dengan Guru di Provinsi Jambi Tahun 

2011-2014 
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dalam kurikulum menjadi tanggung jawab guru untuk merealisasikannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, untuk keberhasilan pendidikan diperlukan guru-guru yang 

berkualitas. Peningkatan kualifikasi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah 

Indonesia, hal tersebut sebagai wujud realisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan  guru untuk memiliki kualifikasi minimal S-1 

dan memiliki sertifikat sebagai pengajar (Riyana, 2010). 

 

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk 

itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru 

mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, 

dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang 

No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu 

di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif 

administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun dalam perspektif teknologi 

pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya 

mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran (Miarso, 2008).  

Pada periode 2011-2014 di Provinsi Jambi, rasio jumlah anak usia sekolah dengan 

guru sekolah dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah) pada usia 7-12 tahun terdapat sedikit 

peningkatan yaitu 5.28 pada tahun 2011 menjadi 13,75 pada tahun 2014 dengan rata-rata 

rasio jumlah anak usia 7-12 tahun dengan guru di Provinsi Jambi sebesar 11,88 selama 

tahun 2011-2014. Untuk rasio anak usia SMP/MTs (13-15 tahun) dengan guru SMP dan 

Madrasah Tsanawiyah setiap tahunnya terjadi perubahan yang tidak signifikan dimana rata-

rata rasio pada periode 2011 hingga 2014 hanya berkisar 5,51 orang anak usia 13-15 tahun 

untuk satu orang guru. Pada tahun 2011 rasio anak usia 13-15 tahun dengan jumlah guru 

hanya 4,62 kemudian mengalami perubahan menjadi 5,48 di tahun 2012  dan menjadi 5,92 

di tahun 2014. 

Rasio anak usia sekolah SLTA yaitu 16-18 tahun  dengan jumlah guru di Provinsi 

Jambi tahun 2011 hingga 2014 mengalami fluktuasi yang sangat kecil. Variasi rasio berkisar 

antara yang terendah yaitu 14,79  di tahuan 2014 dan yang tertinggi sebesar 18,07 pada 

tahun 2013. Sedangkan rasio rata-rata jumlah anak usia 16-18 tahun dengan jumlah guru 

SMA/SMK dan Madrasah Aliyah tahun 2011 hingga 2014  adalah sebesar 16,42 

Berdasarkan perhitungan rasio anak usia sekolah dengan jumlah guru pada masing-

masing jenjang pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru di Provinsi Jambi khususnya 
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untuk tingkat SLTP cukup baik demikian juga  dengan Sekolah Dasar. Jumlah guru yang 

relatif lebih sedikit ditemukan pada jenjang sekolah menengah tingkat atas (SLTA) 

walaupun sampai dengan tahun 2016 rasionya masih cukup baik yaitu rata-rata 16,42 anak 

usian 16-18 tahun untuk satu orang guru. 

 

 

 

 

 

Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu penting dalam 

pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. Pendidkan kejuruan ini akan 

memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah 

untuk mendorong percepatan pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis 

dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovati produktif 

yang menjadi salah satu progam unggulan provinsi Jambi. Untuk itu pembangunan 

pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan 

infrastruktur, sarana dan prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan 

kejuruan  yang berkualitas. 

Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2014 jumlah sekolah SMK di Provinsi 

Jambi adalah 131 sekolah. Jumlah ini relatif tidak mengalami perubahan di tahun 2013  dan 

2012. Sedangkan jumlah guru mengalami peningkatan yang cukup besar dari 2.788 orang di 

tahun 2011 menjadi 3.158 orang di tahun 2014. Jumlah murid sekolah kejuruan di Provinsi 

Jambi mengalami stagnan diangka 23.056 orang murid. Tidak adanya perubahan jumlah 

murid yang besar dari tahun 2011 hingga 2014 kemungkinan disebabkan oleh adanya 
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Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015 
Gambar 2.42 Jumlah sekolah, guru dan murid di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Provinsi Jambi tahun 2011-2014 
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anggapan masyarakat bahwa sekolah di sekolah kejuruan tidak memberikan prospek masa 

depan yang baik. 

 

 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2015 

Gambar 2.43 Rasio jumlah sekolah, guru dan murid SMK dibandingkan 
dengan SMA di Provinsi Jambi tahun 2011-2014 

 

Perkembangan perbandingan antara Sekolah Menengah kejuruan (SMK) 

dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) disajikan pada Gambar 2.45. Sampai 

dengan tahun 2014 persentase sekolah SMK di Provinsi Jambi dibandingkan dengan SMA 

adalah sebesar 40,68 % sedangkan berdasarkan jumlah guru, persentasenya adalah 39,37 

%. Berdasarkan jumlah murid maka persentase murid SMK hanya sebesar 28,71% 

dibandingkan dengan murid SMA.  Perbandingan ini tidak sejalan dengan kebutuhan 

pembangunan daerah oleh karena itu, prioritas pembangunan pendidikan harus diarahkan 

untuk penguatan pendidikan kejuruan baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Bila dilihat sebaran rasio guru dengan murid SMA Negeri di kabupaten/ kota se-

Provinsi Jambi, kabupaten/kota dengan rasio masih dibawah provinsi adalah Kabupaten 

Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota 

Sei. Penuh.  Sedangkan rasio antara guru dan murid SMK Negeri pada kabupaten/ kota yang 

masih di bawah provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo.  Ketidakmerataan 

distribusi guru ini kedepan hendaknya dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi 

melalui kewenangannya pada pendidikan menengah baik melalui redistribusi guru maupun 

re-engineering pada kabupaten dengan rasio guru : murid SMA tinggi tapi rasio guru ; murid 

SMK rendah. 
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Sumber: Jambi Dalam Angka, 2016 

Gambar 2.44 Rasio Guru dengan Murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ 

kota se Provinsi Jambi Tahun 2015 

 

 

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2016 

Gambar 2.45 Rasio sekolah dengan murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ 
kota se Provinsi Jambi Tahun 2015 

 

 Sementara itu, rasio antara sekolah dengan murid SMA Negeri maupun antara 

sekolah dengan murid SMK Negeri masih relatif baik. Bila dilihat pada grafik di atas, maka 

wilayah yang membutuhkan penambahan unit sekolah baru ataupun ruang kelas baru 

hanya pada Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh. Sedangkan pada kabupaten - kabupaten lain 
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relatif masih dalam jumlah ideal, bahkan pada Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo, jumlah murid yang bersekolah di 

SMK masih sedikit. 

 

2.3.1.1.3 Sosial 

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat 

menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Konsep PMKS 

menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena 

suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, 

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara 

memadai dan wajar.Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

menentukan kriteria masalah sosial, meliputi: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; 

keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;korban bencana; 

dan/ataukorban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 

 

 

Sumber: Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi, 2016 
Gambar 2.46 Persentase kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Tahun 2015 
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Dari seluruh PMKS yang terdata di Provinsi Jambi tahun 2015 , persentase terbesar 

adalah pada kelompok fakir miskin diikuti oleh kelompok lansia terlantar dan penyandang 

disabilitas. Perbandingan masing-masing kelompok PMKS tersebut dapat dilihat pada 

gambar  2.48 di atas. Bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, persentase PMKS 

yang meningkat persentasenya adalah kelompok fakir miskin dan anak terlantar. Fakir 

miskin masih mendominasi dengan persentase terbesar dan memiliki kecenderungan 

meningkat (gambar 2.49), sementara persentase kelompok PMKS lainnya cenderung 

menurun  

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. 

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, penduduk yang berada  di bawah garis 

kemiskinan di Provinsi Jambi dari Tahun 2010 ke Tahun 2015 menunjukkan trend 

meningkat, dimana pada tahun 2010 menunjukkan persentase sebesar 8,34 %  meningkat 

menjadi 8,86 % pada tahun 2015.  

 

 

Sumber: Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi, 2016 
Gambar 2.47 Persentase perbandingan PMKS Tahun 2010 dengan PMKS Tahun 2015 

 

 

Bila dikaitkan dengan Program Penanganan PMKS secara umum ataupun program-

program lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang selama ini 

dilaksanakan, program –program tersebut belum efektif atau  belum dapat memenuhi hak 

atas kebutuhan dasar masyarakat secara layak, sehingga dibutuhkan metode 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif,  meliputi:rehabilitasi 
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sosial;jaminan sosial;pemberdayaan sosial; danperlindungan sosial yang tepat guna dan 

tepat sasaran. 

2.3.1.1.4 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan 

kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak 

asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).  

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 

selama tahun 2010 – 2015  dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan 

pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi 

konflik dan pencegahan terjadinya konflik  Beberapa potensi konflik dan konflik yang 

terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik 

lahan, konflik sumberdaya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA.. 

Berdasarkan pemetaan konflik pada tahun 2014 dan 2015, terjadi peningkatan 

konflik dari 72 konflik pada tahun 2014 menjadi 188 konflik di tahun 2015 dan konflik ini 

tersebar di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi. Peningkatan ini terjadi pada konflik 

politik dimana pada tahun 2015 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang 

selalu rentan terhadap gesekan-gesekan antar masyarakat. Menyikapi peningkatan potensi 

konflik tersebut maka upaya –upaya preventif pencegahan konflik harus lebih ditingkatkan 

di masa yang akan datang. 

Terkait dengan unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Jambi,  selama kurun waktu 2010 

– 2014, peningkatan jumlah unjuk rasa terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada 

tahun 2012 dan kembali menurun hingga  58 unjuk rasa pada tahun 2014. Walaupun terjadi 

penurunan jumlah unjuk rasa, indeks kebebasan berkumpul dan berserikat Provinsi Jambi 

naik dari 96,88 pada tahun 2012 menjadi 100 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh 

penurunan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang 

menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Namun demikian,  indeks kebebasan 

berpendapat di Provinsi Jambi justru mengalami penurunan dari 86,12 pada tahun 2012 

menjadi 77,79 pada tahun 2013 yang disebabkan oleh peningkatan ancaman kekerasan atau 

penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. 

Kedepan hal ini harus menjadi perhatian aparat pemerintah dalam penanganan unjuk rasa 

agar menggunakan cara-cara  persuasif tanpa kekerasan. 
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Sumber: Satpol PP Provinsi Jambi, 2015 
Gambar 2.48 Jumlah unjuk rasa tahun 2010 – 2014 di Provinsi Jambi 

 

2.3.1.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat 

seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga 

memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.  

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral.Apabila tidak mampu 

dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. Pemerintah 

Provinsi Jambi, telah mengalokasikan dana selama lima tahun (tahun 2010-2015) sebesar ± 

2,2 Trilyun untuk memenuhi kebutuhan jalan kewenangan Provinsi Jambi.Total panjang 

jalan yang yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan 

SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. 

Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan 

nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total 

panjang jalan provinsi sampai dengan tahun 2015 adalah 1129,906 km. 
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Sumber: Dinas PU Provinsi Jambi, 2016 
Gambar 2.49Persentase Kondisi Jalan Provinsi Jambi 

 Tahun 2010-2015 
 

 

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara 

konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil 

No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi 

baik dan sedang. Hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan di Provinsi 

Jambi dengan kondisi Mantap sampai tahun 2015 adalah 75,56%. atau terjadi peningkatan 

sebesar 6,58% dari tahun 2010 (kondisi Mantap 68,98%). Bila capaian ini dikonversikan 

dengan panjang jalan provinsi tahun 2015, maka capaian jalan mantap menjadi 73,94% 

karena beberapa ruas yang berubah status menjadi jalan nasional merupakan jalan yang 

kondisinya termasuk dalam kategori mantap. 

Bila mencermati gambar di atas, terlihat bahwa Persentase jalan dengan kondisi 

sedang berfluktuatif dari tahun ke tahun selama tahun 2010 – 2015 dengan kecenderungan 

bertambah sedangkan persentase kondisi Jalan rusak ringan dengan kondisi awal tahun 

2010 sebesar 21,65 persen, mengalami penurunan menjadi 15,84% di tahun 2015. 

Demikian pula persentase kondisi jalan rusak berat yang pada tahun 2010 sebesar 9,37%, 

menurun menjadi 8,76% pada tahun 2015.  Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak 

ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi 
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baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam membangun. 

Sementara untuk luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha 

mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI 

Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi 

hingga tahun 2015 adalah DI Suban, DI Batang Ule. DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan 

luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Dari penanganan Daerah Irigasi tahun 2010-2015 melalui 

kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, optimalisasi fungsi jaringan 

irigasi dan rawa; pembangunan jaringan irigasi dengan fokus kegiatan pada penanganan 

rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; 

bendung; dan lantai saluran; serta pintu air. Serta optimalisasitelah menghasilkan DI 

fungsional tahun 2015 seluas 4704,84 Ha (78,03%).Kegiatan – kegiatan yang dilakukan 

tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam 

kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak secara secara 

signifikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Sumber: Dinas PU Prov. Jambi, 2016 
Gambar 2.50Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 

 

Selanjutnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 

layak, perkotaan dan perdesaan yang merupakan target MDG’S Provinsi Jambi pada tahun 

2015,terealisasi sebesar 62,75 persen. Capaian ini belum dapat memenuhi target yang telah 

ditetapkan sebesar 68,87 persen karena beberapa faktor, diantaranya  infrastruktur air 

minum berupa sambungan rumah yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Padahal disisi lain idle capacity yang dimiliki masih sangat besar. Terkait dengan 
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kewenangan, kedepan Pemerintah Provinsi Jambi harus mendorong pemerintah 

kabupaten/ kota untuk segera menyelesaikan infrastruktur ini. 

Panjang sungai yang dinormalisasi (M) berpengaruh signifikan terhadap luasan 

wilayah terbebas dari banjir. Panjang sungai yang dinormalisasi sama artinya dengan 

wilayah terbebas dari banjir. Panjang sungai yang dinormalisasi (M) sepanjang tahun  2010- 

2015 adalah 19.400 m. Panjang sungai yang dinormalisasi (M) dari Tahun 2011 sampai 

dengan Tahun 2015 untuk kondisi sungai yang dinormalisasi (M) menunjukan 

perkembangan yang sangat signifikan. 

Meningkatnya kinerja dan kualitas pekerjaan pada UPTD Balai Pengujian ditandai 

dengan meningkatnya jumlah sampel yang diuji. Jumlah sampel yang diuji sampai dengan 

tahun 2015 adalah 788. UPTD Balai Pengujian telah terakreditasi sebagai laboratorium 

penguji (LP-612- IDN). Pada tahun 2015 hasil uji profisiensi pada pengujian laboratorium 

tanah dan bahan bangunan sangat memuaskan dan pada pengujian laboratorium air 

memuaskan. Dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan, dan dalam upaya 

mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, maka UPTD 

balai peralatan dan perbekalan berperan dalam pemeliharaan ruas jalan. Panjang ruas jalan 

yang dipelihara Balai Peralatan dan Perbekalan (km) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015 adalah sepanjang 1554,83 km. Pemeliharaan jalan ini berpengaruh yang sangat 

signifikan terhadap Jalan dalam kondisi mantap. Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD 

Jasa Konstruksi (orang) pertahun berpengaruh yang sangat signifikan terhadap sumber 

daya manusia yang terampil. Sampai dengan tahun 2015, UPTD Jasa Konstruksi telah 

melaksanakan pelatihan tenaga kerja bidang konstruksi sebanyak 2465 orang.  

 

RTRW Provinsi Jambi membutuhkan waktu yang lama dalam penetapannya akibat 

proses verifikasi usulan revisi terkait dengan alih fungsi kawasan hutan yang telah 

dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Tim Terpadu) sejak bulan Desember 2009 hingga 

ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 727/Menhut-II/2012 tanggal 10 

Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penerbitan 

Persetujuan Substansi Kehutanan untuk Ranperda RTRW Provinsi Jambi Nomor 

S.11/Menhut-VII/2013 tanggal 7 Januari 2013. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan 

antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi Jambi yang tertuang dalam Nota Persetujuan Bersama No. 

913/1387/DPRD/XI/2012 dan Nomor 15/NPB.Gub/Bappeda/2012 tanggal 26 November 

2012 dan dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan evaluasi 

Menteri Dalam Negeri bahwa Ranperda RTRW Provinsi Jambi dapat diajukan untuk evaluasi 

setelah diperoleh SK. Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan. Oleh sebab itu, Ranperda 
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RTRW Provnsi Jambi tahun 2013-2033 baru dapat diajukan untuk dievaluasi kepada 

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Januari 2013 melalui surat Gubernur Jambi Nomor 

050/167/Bappeda-4.1/I/2013.  

Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, Provinsi 

Jambi memiliki 7 (tujuh) Kawasan Strategis Provinsi, yaitu: KSP Kota Jambi – Bulian – 

Sengeti; KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo; KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi 

Jambi; KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh; KSP Bangko – Sarolangun; KSP Kawasan 

Candi Muaro Jambi; dan KSP Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin.  

Dari 7 (tujuh) KSP tersebut, mulai tahun 2013  - 2015 Pemerintah Provinsi Jambi 

telah melaksanakan kegiatan awal penyusunan 4 (empat) Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Provinsi (RTR KSP), yaitu: Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP 

Jambi – Bulian – Sengeti;  Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Perkotaan 

Muaro Bungo – Muaro Tebo; Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Kawasan 

Pantai Timur Provinsi Jambi; dan Materi Teknis; Album Peta serta Rancangan Perda; 

Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Kawasan Candi Muaro Jambi; 

Penyusunan Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Sarolangun – Bangko; Penyusunan 

Dokumen Fakta dan Analisa RTR KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh; Identifikasi Data 

RTR KSP Pendayaagunaan sumberdaya alam – Panas Bumi/Geothermal. 

 

2.3.1.1.6 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam 

menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan 

urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, 

terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, 

merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan 

restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan 

kurangnya penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan rumah susun, 

penyediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diwilayah barat dan timur Provinsi 

Jambi. Persentase rumah kumuh di perkotaan merupakan target MDG’S provinsi jambi. 

Persentase rumah kumuh di perkotaan pada tahun 2015 yaitu 6,11 persen.Proporsi rumah 

tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan yaitu 58.21 

persen. 
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Gambar 2.51 Statistik Perumahan di Provinsi Jambi Tahun 2012-2014 
 

Dengan kenaikan jumlah rumah tangga setiap tahunnya, penyediaan lahan baru bagi 

pembangunan perumahan mendesak untuk direalisasikan agar permasalahan perumahan 

dapat diatasi. Jika secara rata-rata dalam satu rumah tangga ada sebanyak empat anggota, 

kelayakan tinggal terpenuhi paling tidak ketika rumah tangga tersebut menempati rumah 

dengan luas 32 meter persegi. Jumlah rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 

meter persegi masih relatif banyak di Provinsi Jambi dan jumlah terbesar justru terdapat di 

daerah pedesaan. Kualitas perumahan masyarakat di Provinsi Jambi 90 persen lebih sudah 

dapat dikatakan layak. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tempat tinggal 

berlantai bukan tanah sudah 97,76 persen, dengan atap layak seperti beton, genteng, sirap, 

seng dan asbes sebesar 99,00 persen, serta dinding tembok dan kayu sebesar 98,98 persen. 

Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Persentase peningkatan hunian layak 

bagi masyarakat sama artinya dengan kesejahteraan masyarakat. Realisasi persentase 

peningkatan hunian layak bagi masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 90 persen. Lebih 

besar jika dibanding dengan target RPJMD Tahun 2010 - 2015. Hal ini karena banyaknya 

bantuan CSR dari pihak swasta untuk kegiatan peningkatan kualitas bedah rumah. 

 

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar 

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja 

TingkatPartisipasiAngkatanKerja(TPAK)ProvinsiJambidaritahun 2010-

2015berfluktuatif. Pada tahun  2010,  TPAK Provinsi Jambi sebesar65,78persen dan 
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menjadi66,14persen padatahun 2015,dengan rata-ratahanyatumbuh sebesar0,2persen 

pertahun.Hal ini mengindikasikan bahwa upaya – upaya perluasan lapangan pekerjaan 

belum seimbang dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, dimana berdasarkan data 

3 tahun terakhir pertumbuhan angkatan kerja rata-rata adalah 5,10 persen. Sehingga 

harus dilakukan peningkatan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penumbuhan 

wirausaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada di masa yang akan datang.  

 
 
 

 

 

Sumber: BPS, 2016  
Gambar 2.52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 

2010-2015 

 

 

Berdasarkan status pada pekerjaan utama tahun 2015 di Provinsi Jambi, 

j u m l a h  t e r b a n y a k  adalah  buruh/karyawanyaitu sejumlah579,9 ribu pekerja. Bila 

melihat ketersediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan angkatan kerja maka kedepan 

perlu dilakukan penumbuhan jiwa – jiwa enterpreneurship di kalangan angkatan kerja 

agar bisa membuka peluang usaha baru dan tidak terjadi lonjakan pengangguran di. 

Provinsi Jambi. S e la i n  i tu  perlu pula menjadi  perhatian terhadap masih tingginya 

pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebanyak 230,6 ribu orang dari 

total penduduk bekerja pada tahun 2015. 
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Sumber: BPS, 2016 (data diolah) 

Gambar 2.53TingkatPartisipasi Angkatan KerjaProvinsi Jambi Tahun 2010-2015 
dan rata-rata pertumbuhannya 

 

 

 

Bila dilihat persebaran TPAK di Kabupaten/kota selama tahun 2010 – 2015 maka 

kabupaten/kotayang hampir setiap tahun menjadi kabupaten/kota dengan TPAK terendah 

adalah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Namun demikian bila dilihat dari 

pertumbuhan TPAK, Kota Jambi menunjukkan pertumbuhan TPAK tertinggi kedua setelah 

Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 2,28 persen.  Kondisi eksisting tahun 2015, terdapat 5 

kabupaten/ kota yang memiliki TPAK di bawah Provinsi yaitu Kabupaten Merangin, 

Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi. 

Berdasarkan data – data tersebut maka beberapa kabupaten yang memiliki pertumbuhan 

TPAK negatif yaitu Kabupaten Merangin, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Bungo harus 

serta kabupaten/ kota yang memperlihatkan kondisi eksisting memiliki TPAK lebih rendah 

dari provinsi yaitu 4 kabupaten di atas ditambah dengan Kota Jambi harus menjadi 

perhatian dalam upaya perluasan lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi kedepan. 
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Sumber: BPS, 2016 (data diolah) 

Gambar 2.54TingkatPartisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Kab/ kota se 
Provinsi Jambi dibanding TPAK Provinsi Jambi Tahun 2015 

 
 

 

 

Sumber: BPS,2016 (data diolah) 
Gambar 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi 

Jambi (Agustus) Tahun 2010 - 2015 
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